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Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Panduan Sukses 
Bendahara BOS SMK. Buku ini merupakan buku pendamping bagi bendahara 
BOS SMK dalam melakukan tertib administrasi dan pelaporan dana BOS SMK 
sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) penggunaan dan 
pertanggungjawaban dana BOS dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 16 Tahun 2016.  
Program BOS SMK disalurkan kepada SMK dalam bentuk uang sebesar 
Rp1.400.000 per siswa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku 
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses 
Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) 
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.  
Keberhasilan program BOS SMK ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan 
komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, 
pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah serta sekolah. Untuk itu kami 
mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak 
yang terlibat dalam penyusunan buku ini.  
Kami menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan secara 
berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, 
dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan buku ini menjadi unsur 







Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA  
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11.1 Latar Belakang
Saat ini tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat 
Indonesia mengenai fungsi dan peran pendidikan dalam 
merubah kondisi kehidupan seseorang secara khusus 
dan kondisi kehidupan suatu bangsa pada umumnya. 
Pendidikan adalah sebuah sarana untuk meningkatkan 
perkembangan peradaban dan ekonomi suatu bangsa. 
Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi 
modal utama pembangunan nasional, terutama untuk 
perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang 
berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara 
untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah 
dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi 
oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih 
mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.
Indonesia sendiri menyadari pentingnya pendidikan 
dalam pembangunan negara sehingga pendidikan menjadi 
salah satu poin penting dalam konstitusi Republik Indonesia. 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah 
satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
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pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun 
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri 
bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa 
setiap warga negara berhak atas pendidikan.  Lebih lanjut lagi, untuk memperkuat Pasal 
31 ayat (1) UUD 1945 tersebut, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pemerataan kesempatan 
pendidikan bagi seluruh warga Indonesia guna menghadapi tantangan global. Hal ini 
menandakan bahwa meningkatkan kualitas pendidikan warga Indonesia adalah tujuan 
utama dari Pemerintah Indonesia.
Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan 
adalah dengan menegaskan secara langsung Pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahwa 
negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sekurang-kurangnya anggaran minimal 
20% dari APBN dan APBD untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tersebut. 
Diharapkan dengan alokasi APBN dan APBD yang cukup signifikan kepada sektor 
pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat sehingga masyarakat 
Indonesia memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan global.
Dari uraian diatas sangat jelas bahwa pembiayaan pendidikan memainkan 
peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendanaan 
pendidikan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu upaya dalam rangka 
penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan. Pendanaan pendidikan, baik dari sumber, pengelolaan, dan 
pemantauannya, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik dari ketiga 
pihak tersebut untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Nasional.
Sebagai wujud komitmen Pemerintah pada pendidikan Nasional, pada tahun 
2016 Pemerintah merintis pelaksanaaan Program Pendidikan Menengah Universal 
(Wajib Belajar 12 Tahun) sebagai langkah awal pelaksanaan Program Wajib Belajar 
Pendidikan 12 Tahun yang bebas pungutan. Dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 
12 Tahun, salah satu program yang diterapkan adalah  penyediaan Biaya Operasional 
Sekolah (BOS) sebagai dalam bentuk pemberian dana langsung kepada SMK negeri 
dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non-Personalia Sekolah 
dan  pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. 
Program BOS yang sebelumnya dicanangkan pemerintah untuk tingkat 
pendidikan dasar telah terbukti dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) 
SMP menjadi 98.2% pada tahun 2010. Diharapkan dengan adanya program BOS 
yang diterapkan pada tingkat SMK, APK pendidikan SMK dapat meningkat pula. 
Dampak dari program BOS tersebut diharapkan juga untuk dapat mewujudkan 
layanan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terjangkau dan bermutu bagi semua 
lapisan masyarakat. Istilah “terjangkau” dalam pengertian untuk meringankan beban 
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 
Pendahuluan
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tahun yang bermutu. Sedangkan istilah “bermutu” dalam pengertian untuk pencapaian 
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Untuk mencapai layanan SMK yang terjangkau dan bermutu tersebut dana BOS 
haruslah dikelola secara efektif dan transparan. Setiap penerimaan dan penggunaan 
dana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga pencapaian sasaran 
program BOS dapat dipantau dengan baik. Adapun publik yang dimaksud adalah 
Pemda dan masyarakat umum, terutama siswa, guru, orang tua siswa, dan pemerhati 
pendidikan. Dengan demikian, dibutuhkan mekanisme khusus untuk mewujudkan 
akuntabilitas pengelolaan dana BOS oleh SMK. Mekanisme tersebut adalah Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS yang harus dapat diakses dengan mudah 
oleh publik.
1.2 Tantangan Implementasi Program BOS SMK
Implementasi akuntabilitas dari penggunaan dana BOS SMK di lapangan 
tidak terlepas dari beragam tantangan. Setidaknya terdapat tiga tantangan dalam 
pengelolaan dana BOS SMK di tingkat sekolah. 
Tantangan pertama adalah masih banyak pihak sekolah yang belum menyadari 
tujuan dari program BOS SMK. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya sosialisasi 
program BOS SMK dari Dinas Pendidikan setempat baik kepada sekolah maupun 
masyarakat. Akibatnya, implementasi program BOS SMK pada tataran sekolah juga 
tidak maksimal. Pengelolaan dana menjadi tidak transparan dan partisipasi stakeholder 
dalam pengelolaan dana juga minim. 
Tantangan kedua adalah SDM pengelola dana BOS SMK belum memiliki 
kemampuan yang memadai dikarenakan mereka tidak memahami prosedur 
pelaksanaan program BOS SMK dan teknik pembuatan laporan penggunaan dana BOS 
SMK. Hal ini diperburuk dengan belum adanya panduan detil untuk pencatatan setiap 
transaksi penggunaan dana BOS SMK sehingga menimbulkan kesulitan bagi bendahara 
BOS SMK dalam melakukan pelaporan. 
Tantangan Ketiga, masih banyak terdapat misalokasi penggunaan dana BOS 
SMK karena dalam penerapannya, pihak sekolah tidak melibatkan komite sekolah 
(perwakilan guru dan wali murid) dalam penetapan anggaran BOS SMK. Alokasi dana 
BOS SMK yang disusun oleh pihak sekolah seringkali tidak memperhatikan kebutuhan 
sekolah melainkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini menyebabkan penggunaan 
dana BOS SMK tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. 
Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari publik dalam pengelolaan 
dana BOS SMK demi tercapainya tujuan dari program BOS sendiri, yakni meningkatkan 
APK dan kualitas pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dicapai apabila publik dapat 
mengakses laporan penggunaan dana BOS SMK, yang tentu saja harus disusun secara 
Pendahuluan
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tepat dan merepresentasikan keadaaan yang sesungguhnya. Untuk mencapai hal 
tersebut, dibutuhkan panduan spesifik untuk pencatatan transaksi dan pelaporan 
penggunaan dana BOS SMK berdasarkan sistem akuntansi. Dengan demikian, 
diharapkan, laporan penggunaan dana BOS SMK yang dihasilkan oleh sekolah 
dapat dijadikan sumber utama dalam evaluasi dan perencanaan program BOS SMK 
selanjutnya
1.3 Manfaat Buku Panduan
Buku ini bermanfaat bagi bendahara BOS SMK untuk memudahkan 
pencatatan transaksi dana BOS SMK sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan 
penggunaan dana BOS SMK yang dihasilkan. Dengan demikian selanjutnya diharapkan 
laporan penggunaan dana BOS SMK dapat digunakan sebagai sumber utama dalam 
perencanaan dan evaluasi penggunaan dana BOS SMK pada tahun selanjutnya.
1.4 Ruang Lingkup Buku Panduan
Ruang lingkup panduan ini merupakan uraian dan mekanisme pencatatan 
transaksi, laporan keuangan dan perpajakan yang berdasarkan akuntansi yang berlaku 
umum dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, ketentuan yang terdapat pada buku 
ini masih perlu disesuaikan apabila terdapat peraturan lainnya lebih spesifik mengatur 
pengelolaan dana BOS SMK.
1.5 Sistematika Penulisan Buku
Berisikan	tentang	 latar	belakang	sistem	pendanaan	pendidikan	di	
Indonesia,	 tantangan	 implementasi	 program	 BOS	 SMK,	manfaat,	
serta	ruang	lingkup	buku	panduan.
Membahas	 secara	 spesiﬁk	 mengenai	 program	 BOS	 SMK	 yang	




Membahas	 tentang	 teknik	 pencatatan	 pengeluaran	 belanja	 dana	
BOS	SMK	dengan	mengacu	kepada	mekanisme	akuntansi.
Membahas	aspek	perpajakan	dari	penggunaan	dana	BOS	SMK	mulai	
dari	 perhitungan	 pajak	 sampai	 dengan	 mekanisme	 penyetoran	
pajak.
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Berisikan	tentang	 latar	belakang	sistem	pendanaan	pendidikan	di	
Indonesia,	 tantangan	 implementasi	 program	 BOS	 SMK,	manfaat,	
serta	ruang	lingkup	buku	panduan.
Membahas	 secara	 spesiﬁk	 mengenai	 program	 BOS	 SMK	 yang	




Membahas	 tentang	 teknik	 pencatatan	 pengeluaran	 belanja	 dana	
BOS	SMK	dengan	mengacu	kepada	mekanisme	akuntansi.
Membahas	aspek	perpajakan	dari	penggunaan	dana	BOS	SMK	mulai	
dari	 perhitungan	 pajak	 sampai	 dengan	 mekanisme	 penyetoran	
pajak.












72.1  Skenario Pendanaan Pendidikan
Sebelum melangkah pada pembahasan pengelolaan dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), maka ada baiknya untuk mengenal tiga 
skenario sumber pendanaan pendidikan. Menurut Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan, struktur biaya pendidikan terdiri atas: (1) Biaya 
Satuan Pendidikan; (2) Biaya Penyelenggaraan dan/atau 
Pengelolaan Pendidikan; dan (3) Biaya Pribadi Peserta Didik. 
1. Biaya Satuan Pendidikan
Biaya satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya 
rata-rata yang diperlukan tiap tahun, sehingga mampu 
menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan. Biaya satuan pendidikan 
dibagi ke dalam 4 bagian yaitu: (a) Biaya Investasi; (b) 




adalah biaya yang 
dikeluarkan per siswa 
per tahun untuk 
menyediakan sumber 
daya pendidikan 
habis pakai yang 
digunakan satu tahun 
atau kurang. 
Ketentuan Umum 
Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah
BAB 2
Ketentuan Umum Pengelolaan ...
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a. Biaya Investasi
Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk 
menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu 
lebih dari satu tahun, seperti:
• Lahan: pengadaan tanah, bangunan.
• Selain lahan: buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor.
b. Biaya Operasional
Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk 
menyediakan sumber daya pendidikan habis pakai yang digunakan satu tahun 
atau kurang. Biaya Operasional mencakup: (1) Biaya Personal dan (2) Biaya Non-
Personal.
(1) Biaya Personal
Biaya Personal meliputi biaya: a) gaji pokok bagi pegawai pada satuan 
pendidikan; b) tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan 
pendidikan; c) tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan 
pendidikan; d) tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan 
dosen; e) tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru 
dan dosen; f) tunjangan profesi  bagi guru dan dosen; g) tunjangan khusus 
bagi guru dan dosen; h) maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan i) 
tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru 
besar.
(2) Biaya Non-Personal 
Biaya Non-Personal meliputi biaya untuk penunjang kegiatan belajar mengajar 
(KBM) yang bukan biaya yang diperuntukkan bagi personal (kepala sekolah, 
guru, dan tenaga penunjang). Tabel 2.1 menunjukkan contoh rincian biaya 
operasional non-personal, yang terdiri atas antara lain biaya alat tulis sekolah 
(ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BHP), biaya pemeliharaan dan 
perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, 
biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya 
uji kompetensi, biaya praktik kerja industri, dan biaya pembuatan laporan. 
c. Bantuan Biaya Pendidikan
Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak 
mampu namum yang memiliki kemampuan akademik memadai. 
d. Beasiswa
Beasiswa diberikan kepada siswa yang memiliki nilai akademis terbaik di sekolah 
tanpa melihat latar belakang kemampuan ekonomi keluarganya.
2. Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
Biaya Penyelenggaraa Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan terdiri atas: 
Ketentuan Umum Pengelolaan ...
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a. Biaya Investasi
Biaya investasi terdiri atas komponen Investasi Lahan Pendidikan dan komponen 
Investasi Non-Lahan. Termasuk ke dalam komponen Investasi Lahan Pendidikan 
yang harus dibiayai adalah Sarana dan Prasarana (Bukan Personel). Sementara 
itu komponen Investasi Non-Lahan Pendidikan yang harus dibiayai adalah: 
1) Pengembangan SDM (Pengembangan Personel) dan 2) Modal Kerja Tetap 
(Pembinaan Siswa, Rapat Dinas Pengawas, Operasional Komite Sekolah, Biaya 
Peningkatan Mutu, Biaya PKL).
b. Biaya Operasional
Biaya operasional terdiri atas Komponen Biaya Personalia dan Biaya Non 
Personal Pendidikan Tak Langsung. Aktivitas yang dibiayainya adalah: 1) Bahan 
atau Peralatan Habis Pakai (ATK/Biaya ATS); 2) Daya (listrik); 3) Air; 4) Jasa 
Telekomunikasi (daya dan Jasa); 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Perbaikan 
ringan dan pemeliharaan); 6) Uang Lembur; 7) Transportasi; 8) Konsumsi; 9) Pajak; 
dan 10) Asuransi.
3. Biaya Pribadi Peserta Didik
Biaya peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang 
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara 
teratur dan berkelanjutan. Biaya tersebut meliputi antara lain biaya pakaian siswa (tas 
sekolah, seragam, sepatu, kaus kaki, dan sebagainya), biaya peralatan belajar siswa 
(buku tulis, pulpen, pensil, penghapus pensil, penghapus tinta pulpen, penggaris, 
jangka, kalkulator, dan sebagainya), biaya transportasi, dan biaya makan siang.  
a. Biaya Langsung 
Biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh siswa antara lain adalah:
•	 Iuran-iuran rutin dan tidak rutin
•	 Pembelian Buku Pelajaran/Bahan Ajar
•	 Pembelian Buku Tulis
•	 Pembelian Alat Tulis dan Tas sekolah
•	 Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya
b. Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan siswa antara lain adalah:
•	 Biaya transportasi
•	 Biaya makan siang
Gambar 2.1 memperlihatkan Struktur Biaya Pendidikan dengan rincian yang 
telah diuraikan di atas.
Ketentuan Umum Pengelolaan ...
Panduan Sukses Bendahara BOS SMK ............................................................................................................... 
10
Biaya satuan pendidikan 	 adalah	
besarnya	biaya	yang	diperlukan	rata-rata	
ap	tahun,	sehingga	mampu	menunjang	
proses	 belajar	mengajar	 sesuai	 dengan	














Biaya peserta didik	 merupakan	 biaya	



















Gambar 2.1 Struktur biaya pendidikan
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2016)
Ketiga komponen pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama 
Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat. Adapun skema penganggaran untuk 
pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 adalah 
sebagai berikut.
Tabel 2.1 Skema Penganggaran untuk Pembiayaan Pendidikan
No. Pembiayaan SumberAnggaran Penempatan
1
Investasi lahan dan selain lahan 
yang menghasilkan aset fisik
APBN/APBD Belanja modal dan/atau 
belanja barang
2
Investasi SDM dan investasi lain 
yang tidak menghasilan aset fisik
APBN/APBD Belanja modal dan/atau 
belanja barang
3
Operasional personalia APBN/APBD Belanja modal dan/atau 
belanja barang
4
Operasional non personalia APBN/APBD Belanja modal dan/atau 
belanja barang
Sumber: PP Nomor 48 Tahun 2008 (telah diolah kembali)
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Pembiayaan BOS SMK berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu 
pemenuhan Biaya Operasional Non Personalia dan beberapa jenis pembiayaan 
Investasi dan personalia.
2.2 Peranan Program BOS SMK Dalam Pelaksanaan Rintisan 
Wajib Belajar 12 Tahun
Program BOS SMK adalah salah satu program penting dalam rangka perwujudan cita-
cita wajib belajar 12 tahun demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
Indonesia. Program ini harus didukung penuh oleh seluruh stakeholders pendidikan 
dikarenakan peran penting program BOS SMK dalam hal-hal berikut:
1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk 
mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan berkualitas.
2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan 
menengah yang terjangkau dan bermutu.
3. Mempersempit kesenjangan angka partisipasi sekolah antar-kelompok 
penghasilan (kaya-miskin), dan antar-wilayah (kota-desa).
4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus 
sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler 
sekolah.
5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada Pemda dan Masyarakat yang 
mampu untuk memberikan subsidi kepada siswa misikin.
2.1 Program BOS SMK dan Manajemen Berbasis Sekolah
Program BOS memberikan kesempatan kepada SMK dalam menerapkan program 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu:
1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, 
efektif, akuntabel, dan transparan;
2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;
3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 (empat) 
tahunan;
4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan dana BOS sebagai bagian dari 
RKAS;
5. RKJM, RKT dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah dan dibahas 
dalam rapat dewan guru/pendidik, kemudian disetujui/ditandatangani kepala 
Ketentuan Umum Pengelolaan ...
Panduan Sukses Bendahara BOS SMK ............................................................................................................... 
12
sekolah setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disetujui/
ditandatangani oleh dinas pendidikan kabupaten/kota (untuk SMK negeri) atau 
yayasan (untuk SMK swasta); 
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMK merupakan kompilasi sumber dana 
dalam RKT/RKAS harus disetujui oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Yayasan 
(untuk SMK Swasta)
2.2  Sekolah Penerima Program BOS SMK
Adapun SMK yang berhak menerima BOS SMK harus memiliki persyaratan berikut:
1. SMK negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang memiliki SK pendirian 
sekolah (bagi SMK negeri), memiliki izin operasional (bagi SMK swasta), dan SK 
pengangkatan kepala sekolah dari pemerintah daerah (bagi SMK negeri) dan dari 
yayasan (bagi SMK swasta). Bagi sekolah yang memiliki kelas jauh (filial), maka 
data siswa harus menginduk ke sekolah induknya; 
2. Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan melakukan entry 
data secara lengkap dan benar dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Dapodikdasmen); 
3. semua sekolah yang menerima BOS SMK harus mengikuti petunjuk teknis (juknis) 
BOS SMK tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 
4. menerapkan program ramah sosial bagi sekolah yang memungut biaya mahal 
dengan cara membebaskan biaya pendidikan siswa yang berasal dari keluarga 
kurang mampu. Untuk itu, sekolah wajib melakukan identifikasi dalam merekrut 
siswa yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah 
tersebut; 
5. sekolah penerima BOS SMK menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau 
mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber 
lainnya yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi 
tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS 
SMK;
6. sekolah yang menolak menerima BOS SMK tahun 2016 harus membuat surat 
pernyataan menolak dana BOS SMK dan mendapat persetujuan komite sekolah 
dan dinas pendidikan provinsi dengan tetap menjamin kelangsungan pendidikan/
membebaskan seluruh pembiayaan bagi siswa miskin di sekolah tersebut; 
7. sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa 
yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah 
tersebut. sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat 
sukarela, tidak memaksa 
tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya; 
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8. pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang 
dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang 
tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas; 
9. Menteri dan kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh 
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai 
meresahkan masyarakat. 
2.3  Alokasi Dana BOS SMK
Dana BOS SMK hanya diperkenankan untuk membiayai hal-hal tertentu yang pada 
dasarnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 
tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah. Daftar kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana 
BOS SMK disajikan dalam Tabel 2.1.
ALOKASI DANA BOS
1. Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Bacaan/ Buku Kejuruan 
a.   Pembelian buku teks pelajaran untuk siswa dan pegangan guru sesuai dengan 
kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks yang dibeli mencakup 
pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan 
membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu siswa satu buku untuk 
tiap mata pelajaran. Buku teks yang dapat dibeli sekolah adalah buku teks 
pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud; 
b.  Pembelian buku bacaan; 
c.  Pembelian buku kejuruan. 
2.  Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
a. Biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan untuk proses 
pembelajaran dan administrasi kantor seperti: pensil, pulpen, tinta, tinta 
printer, kapur, buku rapor, buku induk peserta, buku induk guru, kertas, 
pengandaan job sheet praktikum kejuruan peserta, penggaris, stempel, 
stepler,CD, flashdisk, toner dan lainnya.
b.   Biaya untuk Pembelian peralatan kebersihan antara lain: sapu, alat pel, 
tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya
c.  Biaya untuk Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: 
tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan lainnya.
d.  Biaya untuk surat-menyurat;
e.  Biaya manajemen pengelolaan dana BOS SMK di sekolah.
3.  Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
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ALOKASI DANA BOS
a.  Biaya untuk pembelian peralatan pendukung proses pembelajaran teori dan 
praktikum kejuruan;
b.  Biaya untuk pembelian peralatan praktikum Ilmu Pengetahuna Alam (IPA), 
antara lain: preparat, sendok, baterai, dll.;
c.  Biaya untuk pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain: CD, kaset, 
headset, dll.;
d.  Biaya untuk pembelian peralatan ringan/handtools, antara lain obeng, tang, 
dll.;
e.  Biaya untuk pembelian alat praktek olah raga, antara lain: raket, bat, net, dll.;
f.   Biaya untuk pembelian alat praktek kesenian, antara lain: gitar, seruling, dll.;
g.  Biaya pembelian software/CD multimedia pembelajaran;
h.  Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat.
4.  Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
a.    Biaya pengadaan bahan habis pakai ditujukan untuk pembelian bahan-bahan 
praktikum dalam materi kejuruan yaitu bahan praktikum kejuruan;
b. Biaya untuk pembelian bahan Praktikum IPA antara lain: HCl, formalin, 
aquadest, dll.;
c.    Biaya untuk Pembelian bahan praktikum bahasa antara lain: headcleaner, 
CD, dll.;
d.  Biaya untuk Pembelian bahan praktikum komputer antara lain: tinta/toner, 
CD, dll.;
e.   Biaya untuk Pembelian bahan praktik olah raga antara lain: bola, shuttlecock, 
dll.;
f.    Biaya untuk Pembelian bahan praktik kesenian antara lain: cat air, kuas, dll;
g.   Biaya pembelian bahan praktikum teaching factory/kewirausahaan antara 
lain bahan las, bahan perakitan, dll.;
h.  Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian bahan.
5. Langganan Daya dan Jasa
a.   Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan 
pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air, langganan koran/
majalah, jasa kebersihan/sampah dan jasa lainnya;
b.  Biaya untuk pembiayaan pemasangan instalasi baru apabila sudah ada 
jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;
c.  Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik 
dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk 
pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk 
penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian 
paket/voucher adalah sebesar Rp250.000/bulan. Adapun biaya langganan 
internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah;
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ALOKASI DANA BOS
d.  Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan 
listrik dapat membeli/menyewa genset atau panel surya, tergantung mana 
yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut.
6.  Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
a.  Biaya untuk kegiatan evaluasi pembelajaran diantaranya kegiatan ulangan ha-
rian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan 
kelas, ujian tingkat kompetensi dan ujian sekolah.
b.  Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas yang dapat dibayarkan adalah
1)   Fotokopi/penggandaan soal dan lembar jawaban;
2)   Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru ke-
pada Kepala sekolah, serta dari kepala sekolah kepada dinas pendidikan 
dan ke orangtua;
3)   Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar 
yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah.
4)   Biaya konsumsi untuk pengolahan hasil ujian yang berbasis komputer;
5)   Biaya untuk pencetakan halaman blanko ijazah SMK.
7. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa / Ekstrakurikuler dan 
Intrakurikuler
a.  Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra-kurikuler seperti:
1) Kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;
2) Pemantapan persiapan ujian;
3) Pelaksanaan try out dan lainnya.
b.  Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kuri-
kuler seperti:
1) Ekstra-kurikuler kesiswaan antara lain: Organisasi Siswa Intra-Sekolah 
(OSIS), Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan 
Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Kawah 
Kepemimpinan Pelajar (KKP), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan lain-
nya;
2) Ekstra-kurikuler olahraga dan kesenian antara lain voli, pencak silat, kara-
te, seni tari, marching band dan lainnya.
c. Pembiayaan lomba/seleksi/pertandingan kesiswaan yang tidak dibiayai dari 
dana pemerintah/pemda meliputi biaya pendaftaran, transportasi dan 
konsumsi dalam rangka mengikuti kegiatan.
d.  Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran/intra-kurikuler dan 
ekstra-kurikuler meliputi: pembelian bahan dan alat habis pakai pendukung 
kegiatan, sewa fasilitas kegiatan, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi.
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ALOKASI DANA BOS
e.  Sewa fasilitas kegiatan digunakan bila sekolah tidak memiliki fasilitas yang 
dibutuhkan di sekolah (misal: sewa kolam renang, sewa lapangan sepak bola 
/ futsal, dan lainnya).
f. Biaya transportasi dapat diberikan kepada guru pembimbing ekstra-kurikuler / 
siswa / tenaga kependidikan apabila kegiatan dilakukan di luar jam mengajar 
dan hari kerja serta kegiatan luar sekolah yang tidak dibiayai oleh pihak 
penyelenggara.
g. Jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi 
di luar sekolah, misal: Kwartir Daerah (Kwarda), Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas pendidikan, 
dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan lainnya).
h. Biaya untuk pengembangan pendidikan karakter / penumbuhan budi pekerti 
/ minat dan bakat siswa;
i. Biaya untuk pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan 
menyenangkan;
j. Seluruh besaran standar biaya pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan
Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dalam 
rangka perawatan agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
a. Pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, 
meubelair, lantai ubin/keramik, plafond, lampu/bohlam dan lainnya;
b.   Perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC);
c.   Perawatan dan perbaikan instalasi listrik sekolah;
d.   Perawatan dan perbaikan saluran air kotor;
e.   Perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop sekolah, LCD, AC, 
dan lainnya;
f.    Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
g. Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah 
tukang, transportasi dan konsumsi.
9.  Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
a.  Semua jenis pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru (termasuk 
pendaftaran ulang untuk siswa lama), antara lain:
1) Penggandaan formulir pendaftaran;
2) Administrasi pendaftaran;
3) Penentuan peminatan/psikotes;
4) Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);
5) Layanan online PPDB; layanan online;
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ALOKASI DANA BOS
6) Biaya masa orientasi siswa baru (MOPDB).
b. Pembiayaan meliputi biaya fotokopi, konsumsi, dan transportasi 
panitia.
10.  Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan sertifikasi siswa 
SMK yang akan lulus. Pembiayaan meliputi: biaya fotokopi, konsumsi, biaya 
pendaftaran uji kompetensi, pengadaan sertifikat, transportasi, dan jasa profesi 
bagi narasumber/asesor dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum 
(SBU) daerah.
11.  Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin) / Praktek Kerja Lapan-
gan (PKL) Dalam Negeri dan Magang
a. Biaya untuk penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK;
b. Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja Industri/Lapangan bagi siswa 
SMK, diantaranya transportasi perjalanan dinas pembimbing dalam mencari 
tempat praktek / bimbingan / pemantauan siswa praktik;
c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study). Hasil 
pemantauan kebekerjaan siswa SMK setiap tahunnya disampaikan ke 
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Biaya untuk pemagangan guru di industri, diantaranya biaya akomodasi, 
transportasi dan uang saku.
12  Pengembangan Sekolah Rujukan
a. Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu yang 
diadakan oleh Kemdikbud dan atau pembahasan pengembangan sekolah 
rujukan di wilayahnya dan/atau konsumsi rapat pembahasan program 
sekolah aliansinya.
b. Biaya untuk penyelenggaraan SMK rujukan sebagai tempat uji kompetensi 
(TUK);
c. Biaya untuk pengelolaan manajemen mutu SMK rujukan.
13   Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran
a. Biaya untuk pembelian bahan/komponen material untuk praktik, perakitan 
dan/atau pengembangan e-book;
b. Biaya untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK;
c. Biaya untuk mendatangkan guru / pengajar tamu produktif yang profesional;
d. Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktik kejuruan berulang kali 
(lebih dari satu kali praktik).
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14  Pengelolaan Layanan Sekolah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
a. Biaya untuk pengelolaan data individual sekolah berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) meliputi: profil sekolah, siswa, sarana dan 
prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) melalui aplikasi 
Dapodikdasmen yang meliputi input data, validasi, update, pengiriman dan 
pemerliharaan data, diantaranya:
1)  Bahan habis pakai (ATK), pengandaan formulir dan konsumsi;
2)  Sewa internet / warung internet (warnet), apabila sekolah belum 
memiliki sambungan internet;
3) Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat 
dilakukan di sekolah karena belum memiliki sambungan internet;
4)  Honor operator dapodik SMK dalam rangka kegiatan input /peme-
liharaan data individual sekolah meliputi: identitas sekolah, siswa, PTK, 
sarana, prasarana melalui aplikasi Dapodikdasmen, diberikan dengan 
besaran estimasi honor input / pemeliharaan data sebesar Rp3.000/
siswa; honor input / pemeliharaan data sebesar Rp30.000/PTK; honor 
input / pemeliharaan data identitas sekolah dan sarana-prasarana 
sebesar Rp100.000; atau honor input / pemeliharaan data dapat 
diberikan mengikuti ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah 
sesuai dengan beban kerja.
b.   Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta pemeliharaan 
website sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi: pembelian 
domain, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi pengembang website.
c.  Biaya untuk pembelian server lokal untuk mendukung pengembangan 
Information and Communication (ICT) Based School Management dan ICT 
Based Learning serta ujian berbasis komputer. Peralatan yang dibeli harus 
dicatat sebagai inventaris sekolah.
15.  Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah  serta Penanggulan-
gan Bencana
a.   Biaya untuk membayar premi asuransi seperti: asuransi kebakaran, asuransi 
bencana alam, asuransi kehilangan, dll.;
b.  Biaya penanggulangan dampak darurat bencana (misalkan: banjir, kabut 
asap, gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lainnya), khususnya 
selama masa tanggap darurat.
16. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
a.   Membeli komputer desktop / work station untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 unit/
tahun;
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ALOKASI DANA BOS
b.  Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal yang 
dapat dibeli adalah 1 unit/tahun;
c.  Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan 
jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dan harga maksimal 
Rp 6.000.000;
d.  Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan 
jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga 
maksimum Rp 5.000.000-.
e. Keterangan:
1)  Komputer desktop/workstation, printer / printer plus scanner, laptop dan 
proyektor harus dibeli di toko resmi;
2)  Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan yang 
berlaku;
3)  Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
17.  Biaya Penyusunan dan Pelaporan
Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak 
berwenang antara lain: biaya fotokopi dan penjilidan, konsumsi dan transportasi 
penyusunan laporan BOS SMK, Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana 
BOS SMK di Bank penyalur, transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan 
ke dinas pendidikan provinsi, biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/
RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
Tabel 2.2 Alokasi Dana BOS SMK 
Tujuh belas kegiatan yang dapat didanai dengan dana BOS SMK di atas, dapat 
dikelompokan dalam delapan jenis program sekolah berdasarkan Standar Nasional 
Pendidikan (SNP). Kedelapan program berdasarkan SNP tersebut adalah:
1. Pengembangan Kompetensi Lulusan
Program ini dapat diartikan sebagai upaya sekolah dalam rangka meningkatkan 
kemampuan siswa untuk mencapai standar kompetensi yang diinginkan. 
Sehingga diharapkan lulusan SMK memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh dunia 
industri. Untuk pelaksanaan program ini, dana BOS SMK dapat digunakan 
dalam penyelenggaraan kegiatan kompetensi dan sertifikasi kejuruan, serta 
penyelenggaraan Prakerin/PKL dan magang.
2. Pengembangan Standar Isi
Program ini dilaksanakan sekolah untuk mengembangkan lingkup material 
pembelajaran (kurikulum) dan tingkat kompetensi minimal yang dibutuhkan 
untuk mencapai standar kompetensi lulusan SMK yang telah ditentukan. Dalam 
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rangka pelaksanaan program pengembangan standar isi, dana BOS SMK dapat 
digunakan untuk pengembangan sekolah rujukan.
3. Pengembangan Standar Proses
Program ini mencakup segala hal yang ditujukan untuk mendukung proses 
pembelajaran di SMK. Proses pembelajaran yang diselenggarakan, haruslah 
dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi para siswa. 
Selain itu, proses pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan bagi 
para siswa untuk berkreasi dan belajar mandiri sesuai dengan bakat dan minat 
mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, dana BOS SMK dapat 
digunakan untuk kegiatan pengadaan alat dan bahan habis pakai, buku pelajaran 
/ buku penunjang pelajaran / buku referensi. Selain itu, dana BOS SMK juga dapat 
digunakan untuk kegiatan pembinaan siswa intrakurikuler dan ekstrakurikuler, 
penerimaan siswa baru, dan kegiatan peningkatan mutu pembelajaran lainnya.
4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Program ini dilaksanakan oleh SMK agar pendidik memiliki kualifikasi dan 
kompetensi yang memadai. Dengan demikian, diharapkan pendidik tersebut dapat 
membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dana BOS dapat digunakan 
untuk kegiatan penyelenggaraan Prakerin atau magang khusus untuk guru demi 
terselenggaranya program pengembangan PTK.
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Setiap SMK wajib untuk memiliki sarana yang layak sehingga dapat dengan 
baik menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dengan 
dana BOS, SMK diperkenankan untuk menggunakan dana tersebut dalam 
rangka pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Dana BOS tersebut dapat 
diperuntukan bagi kegiatan pemeliharaan/perbaikan ringan sarana dan prasarana 
sekolah, pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK, serta pembelian 
komputer untuk perangkat pembelajaran.
6. Pengembangan Standar Pengelolaan
Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola SMK yang baik. 
Untuk mendukung program ini, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan dan penyusunan laporan 
penggunaan dana BOS SMK.
7. Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan standar pembiayaan asalnya terdiri dari tiga jenis kebutuhan 
pembiayaan: biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Hanya saja, 
dana BOS SMK tidak secara keseluruhan untuk digunakan mendanai ketiga jenis 
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kebutuhan pembiayaan di atas. Namun demikian, dana BOS SMK dibatasi untuk 
mendanai pemenuhan Biaya Operasional Non Personalia dan beberapa jenis 
pembiayaan Investasi dan personalia.
8. Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian
Program ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi proses pembelajaran yang 
berjalan. Lazimnya, hal ini dilaksanakan ujian sekolah. Dana BOS diperkenankan 
untuk digunakan dalam penyelenggaraan evaluasi pembelajaran.
Secara ringkas, pengelompokan kegiatan yang dapat didanai dengan dana 
BOS ke dalam delapan program sekolah berdasarkan SNP dapat diilustrasikan pada 
Tabel 2.2 berikut. Sekolah dapat memodifikasi pengelompokan aktivitas/kegiatan 
tersebut sepanjang masih sesuai dengan RKJM/RKAT/RKAS dan SNP. 
Tabel 2.3 Pengelompokan Kegiatan Sekolah yang Dapat Didanai Dengan BOS SMK 
Berdasarkan Program SNP
JENIS KEGIATAN SEKOLAH
1. Pengembangan Kompetensi Lulusan
a. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kejuruan.
b. Penyelenggaraan Prakerin/PKL dan magang.
2. Pengembangan Standar Isi
Pengembangan sekolah rujukan.
3. Pengembangan Standar Proses
a. Pengadaan alat habis pakai.
b. Pengadaan bahan habis pakai.
c. Pengadaan buku pelajaran / buku penunjang pelajaran / buku referensi.
d. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa / ekstrakurikuler dan intrakurikuler.
e. Kegiatan penerimaan siswa didik baru.
f. Peningkatan mutu proses pembelajaran.
4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Prakerin/PKL dan magang (untuk guru).
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
a. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah.
b. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK.
c. Pembelian peralatan komputer pembelajaran.
6. Pengembangan Standar Pengelolaan
a. Pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan.
b. Penyusunan laporan.
Ketentuan Umum Pengelolaan ...
Panduan Sukses Bendahara BOS SMK ............................................................................................................... 
22
JENIS KEGIATAN SEKOLAH
7. Pengembangan Standar Pembiayaan
a. Langganan daya dan jasa.
b. Biaya asuransi dan keselamatan lainnya.
8. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Penyelenggaraaan evaluasi pembelajaran.
2.5.1 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penggunaan Dana BOS SMK
Dalam penggunaan dana BOS SMK terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
yakni sebagai berikut:
1. Prioritas utama penggunaan dana BOS SMA/SMK adalah untuk kegiatan 
operasional satuan pendidikan sesuai dengan prioritas kebutuhan satuan 
pendidikan
2. Biaya transportasi, konsumsi, upah, dan jasa profesi harus mengikuti batas 
kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
3. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening satuan pendidikan menjadi 
milik satuan pendidikan dan digunakan untuk keperluan satuan pendidikan 
(berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S 5965/PB/2010 
tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana 
BOS di rekening Satuan pendidikan).
Selain itu, Tim Manajemen BOS SMK juga harus memperhatikan larangan 
penggunaan dana BOS SMK. Dana BOS SMK yang diterima oleh Sekolah tidak boleh 
digunakan untuk hal-hal berikut: 
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software / perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMK atau 
software sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan dan 
memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan 
sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali 
untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan 
tersebut;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
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7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan 
lainnya;
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan 
pribadi (bukan inventaris satuan pendidikan);
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
10. Membangun gedung/ruangan baru;
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membeli bahan/peralatan yang tidak 
mendukung proses pembelajaran;
12. Menanamkan saham;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau 
Pemda secara penuh/wajar;
14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi Satuan 
Pendidikan, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari 
besar nasional dan upacara keagamaan / acara keagamaan;
15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan 
terkait program BOS SMK / perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan 
lembaga di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan 
yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan 
perundangan yang berlaku.
2.4  Bendaharawan BOS SMK
Bendaharawan BOS SMK adalah petugas yang ditunjuk untuk menyelenggarakan 
pencatatan terhadap seluruh penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK. 
Bendaharawan BOS SMK dapat merangkap dengan bendaharawan SMK dapat pula 
berupa bendahara khusus yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Bendaharawan BOS 
SMK dianjurkan memiliki latar belakang pendidikan atau sertifikat pelatihan dalam 
bidang keuangan supaya pengelolaan dana BOS SMK menjadi lebih profesional.
 
2.5  Alur Implementasi Dana BOS SMK
Secara garis besar, proses implementasi atau penerapan dana BOS SMK terbagi 
menjadi beberapa tahap:
1. Tahap pengajuan dana
2. Tahap pencairan dana
3. Tahap pengelolaan dan pembukuan dana
4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana
5. Tahap pengembalian dana
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1. 2.7.1 Tahap Pengajuan Dana
Tahap pengajuan dana BOS SMK dapat dilihat pada Gambar 2.2 (kotak merah). Proses 
pengajuan dana BOS SMK dimulai dari tingkat SMK dengan penyusunan RAB BOS SMK 
berdasarkan RKT/RKAS dan RKJM. RAB BOS SMK harus disetujui oleh Kepala Sekolah, 
Komite Sekolah, dan Yayasan (untuk SMK swasta). Disamping itu, sekolah juga harus 
menyusun Surat Keputusan tentang siswa SMK miskin yang dibebaskan dan/atau 
dibantu biaya sekolahnya.
Gambar 2.2 Alur Pengajuan Dana BOS SMK
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2016)
Selanjutnya sekolah juga harus melakukan entri data siswa pada aplikasi Data 
Pokok Pendidikan (Dapodik) SMK dengan mengunduh Aplikasi di laman http://dapo.
dikmen.kemendikbud.go.id. Karena jumlah dana BOS SMK yang akan diberikan adalah 
berdasarkan jumlah siswa yang dimasukkan (input), sekolah harus memastikan data 
yang dientri sudah tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam juknis. 
Proses ini dilakukan oleh operator Dapodik SMK yang memiliki tanggungjawab berikut 
dalam melakukan input data:
a. Melakukan proses verifikasi dan validasi Satuan Pendidikan (Verval SP) yang 
dibuktikan dengan screenshoot hasil verval SP.
b. Melengkapi data sarana/prasarana sesuai dengan kondisi sarana/prasarana 
sekolah pada Formulir BOS-01 A (Lampiran 1).
c. Melengkapi data individu peserta didik secara lengkap dan valid pada Formulir 
BOS-01 B (Lampiran 2).
d. Memastikan data peserta didik di aplikasi Dapodikdasmen telah dimasukan dalam 
rombongan belajar (Rombel).
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e. Melakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik (Verval PD) untuk Nomor 
Induk Siswa Nasional (NISN) yang dibuktikan dengan screenshoot hasil Verval PD 
dimana data referensi sudah sesuai dengan jumlah siswa, data residu kosong dan 
konfirmasi data sudah dilakukan.
f. Melakukan proses pemutakhiran data kenaikan kelas (pada semester ganjil) / 
pergantian semester (pada semester genap) setiap tahunnya.
g. Memastikan biodata PTK dalam Formulir BOS-01 C (Lampiran 3) sudah lengkap 
dan valid. 
h. Dalam proses entri data ini, sekolah harus melampirkan Pakta integritas entri data 
melalui aplikasi Dapodikdasmen. 
Setelah melakukan entri data pada aplikasi Dapodikdasmen dan menyatakan 
bahwa SMK bersedia untuk menerima dana BOS SMK, Tim Manajemen BOS tingkat 
provinsi bekerjasama dengan Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota akan 
melakukan verifikasi dan validasi data individual sekolah. 
 Apabila terdapat SMK yang terbukti memberikan data yang tidak akurat, Tim 
Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota akan meminta sekolah melakukan perbaikan 
data melalui aplikasi Dapodikdasmen. 
Pada tahap selanjutnya, Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat akan 
mengumpulkan data jumlah peserta didik dengan tim Dapodikdasmen.  Tim 
Manajemen BOS Tingkat Pusat pun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
akan mengajukan pencairan dana BOS kepada Kementerian Keuangan berdasarkan 
kompilasi data Dapodikdasmen. Pada akhirnya pemerintah melalui Gubernur tiap 
provinsi akan menetapkan alokasi BOS SMK. 
2. 2.7.2 Tahap Pencairan Dana
Tahap pencairan dana BOS SMK dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
1. Penetapan Alokasi BOS SMK Tiap Satuan Pendidikan
2. Persiapan Penyaluran Dana BOS SMK di Daerah
3. Penyaluran Dana BOS SMK
4. Pengambilan Dana
Adapun rincian bagian tersebut akan dijelaskan lebih dalam pada poin-poin 
berikut.
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2.7.2.1 Penetapan Alokasi BOS SMK Tiap Satuan Pendidikan
Proses ini dimulai dari Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi, melalui Gubernur 
Provinsi, menetapkan alokasi dana BOS SMK berdasarkan data yang terdapat dalam 
Dapodikdasmen. Adapun alokasi dana BOS SMK ditetapkan dalam 2 tahap. Alokasi 
tahap pertama adalah bersifat sementara yang disalurkan di awal triwulan berjalan 
sedangkan alokasi kedua adalah alokasi final yang merupakan dasar penyaluran 
lebih/ kurang salur dana BOS SMK. Lebih/ kurang salur terjadi karena jumlah siswa 
yang tercantum dalam Dapodikdasmen yang dijadikan dasar untuk alokasi sementara 
berbeda dengan jumlah siswa yang terdapat dalam triwulan berjalan.  Adapun 
jadual dari alokasi sementara dan alokasi final setiap triwulannya beserta periode 
Dapodikdasmen yang dijadikan acuan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.4 Jadual Alokasi Sementara dan Final BOS SMK
Periode
Periode Dapodikdasmen
Alokasi Sementara Alokasi Final
Triwulan 1                  
(Januari – Maret)
15 Desember tahun 
sebelumnya
30 Januari
Triwulan 2 (April – Juni) 1 Maret 30 April








2.7.2.2 Persiapan Penyaluran Dana BOS SMK di Daerah
Seperti yang telah disebutkan dalam Bab pertama, dana BOS SMK berasal dari 
alokasi APBN khusus untuk pendidikan atau dapat pula disebut sebagai Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Non Fisik. Dengan demikian, tahapan penyaluran dana BOS dimulai 
dari Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya, dana dari RKUD akan 
disalurkan kepada rekening SMK.  
Untuk kelancaran penyaluran dana BOS SMK, terdapat beberapa tahapan 
persiapan yang perlu dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. SMK harus menyampaikan nomor rekening bank kepada Tim Manajemen BOS 
tingkat Provinsi. Khusus untuk SMK yang belum memiliki rekening bank, misalnya 
SMK baru, maka SMK tersebut harus membuat rekening bank atas nama SMK 
(bukan atas nama pribadi);
2. Tim Manajemen BOS tingkat Provinsi memeriksa keakuratan nomor rekening 
seluruh satuan pendidikan dan nomor rekening baru (jika ada);
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3. Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi atas nama Gubernur Provinsi dan Kepala 
Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota atas nama SMK menandatangani 
Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS. 
4. Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data daftar satuan pendidikan 
penerima dana BOS SMK dan alokasi dananya kepada Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) untuk keperluan pencairan dana BOS SMK dari Bendahara Umum 
Daerah (BUD) kepada satuan pendidikan. 
Secara ringkas kegiatan penyaluran dana BOS SMK dapat diilustrasikan melalui 
Gambar 2.3 berikut.
Gambar 2.3 Alur Persiapan Penyaluran Dana BOS SMK
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2016)
2.7.2.3 Penyaluran Dana BOS SMK
Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode triwulanan, yakni periode Januari-
Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Secara spesifik, dana BOS 
SMK akan disalurkan dari RKUN ke RKUD kemudian RKUD akan menyalurkan dana 
tersebut ke BUD. Selanjutnya, BUD harus menyalurkan dana BOS kepada SMK paling 
lambat 7 hari setelah dana diterima di RKUD. Namun demikian, terdapat batas waktu 
untuk penyaluran dana BOS SMK dari BUD kepada SMK yakni sebagai berikut:
a. Triwulan ke-1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga dibulan 
Januari.
b. Triwulan ke-2 (April-Juni) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan 
April.
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c. Triwulan ke-3 (Juli-September) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal 
bulan Juli.
d. Triwulan ke-4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada 
awal bulan Oktober.
Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses 
pengambilan dana BOS SMK mengalami hambatan atau memerlukan biaya yang 
besar, penyaluran dana BOS SMK dilakukan tiap semester, yaitu pada awal semester 1 
dan semester 2. Apabila pada semester atau triwulan berjalan terdapat peserta didik 
pindah/mutasi dari SMK lain setelah pencairan dana pada triwulan/semester berjalan, 
maka dana BOS SMK peserta didik tersebut pada triwulan/semester berjalan menjadi 
hak SMK yang ditinggalkan peserta didik tersebut.
2.6  Tahap Pengelolaan dan Pembukuan Dana
Setelah menerima pencairan dana BOS dari bank penyalur, maka SMK sudah dapat 
membelanjakan dana BOS tersebut sesuai RAB BOS yang sebelumnya telah disetujui 
dengan mengacu pada pemanfaatan dana bos SMK seperti tertera dalam juknis ( Tabel 
2.1). Dalam pengelolaan dana BOS diterapkan konsep MBS dengan prinsip-prinsip 
berikut:
1. Swakelola dan Partisipatif
Dalam artian, pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, 
dikerjakan, dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat 
untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan dukungan.
2. Transparan
Dalam artian pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah 
dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan 
dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
3. Akuntabel
Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan juknis 
yang sudah disepakati.
4. Demokratis
Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah 
ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat.
5. Efektif dan Efisien
Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Kegiatan/program BOS SMK yang 
dilaksanakan merupakan kebutuhan-kebutuhan prioritas sekolah. 
6. Tertib Administrasi dan Pelaporan
Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil 
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pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan 
ketentuan yang dipersyaratkan.
7. Saling Percaya
Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara 
pemberi dan penerima dana.
Untuk mewujudkan tujuh prinsip MBS tersebut, maka perlu dilakukan 
mekanisme pembukuan dana BOS. Mekanisme ini dilaksanakan oleh Bendaharawan 
BOS SMK yang telah ditunjuk. Kewajiban utamanya adalah melakukan pencatatan 
untuk setiap transaksi penerimaan dan penggunaan dana BOS pada Buku Kas Umum 
(BKU) dan buku pembantu.
Selain mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS, bendaharawan 
SMK juga wajib membukukan penyetoran pajak yang terkait dengan dana BOS serta 
menyimpan Faktur Pajak serta Surat Setoran Pajak (SSP) terkait. Setiap bulannya, 
Kepala Sekolah wajib melakukan pemeriksaan kas (cash count) untuk meneliti 
kesesuaian antara saldo kas menurut pembukuan dan saldo fisik kas.
Terkait dengan penggunaan dana BOS, terdapat enam kategori penggunaan 
dana BOS, dan setiap kategori pembelanjaan ini membutuhkan bukti pendukung yang 
berbeda-beda. Keenam kategori pembelanjaan tersebut adalah:
1. Pembelian barang dan jasa
Terdapat tiga tipe pembelian barang dan jasa dengan menggunakan dana BOS, 
tiap jenis pembelian barang dan jasa ini membutuhkan bukti kelengkapan 
pembayaran yang berbeda-beda, yakni:
a. Pembelian barang/jasa (tidak kena pajak)
	Nota / Faktur Penjualan
	Kuitansi (dengan bea meterai yang cukup)
b. Pembelian barang/jasa (kena pajak)
	Nota / Faktur Penjualan
	Kuitansi (dengan bea meterai yang cukup)
	Faktur Pajak / SSP (bukti setor pajak)
c. Pembelian barang/jasa dalam jumlah/nilai/jenis tertentu
	Surat Penawaran
	Surat Perintah Kerja (SPK)
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	Surat Jalan
	Nota / Faktur  Penjualan
	Kuitansi (dengan bea meterai yang cukup)
	Faktur Pajak / SSP (bukti setor pajak)
2. Penyelenggaraan kegiatan
Terkait dengan penyelenggaran kegiatan (misal: seminar / pelatihan) maka 
terdapat empat jenis aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang 
perlu dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung tertentu, yakni:
a. Pembelian barang/jasa





	Bukti Transportasi dan Akomodasi
	Dokumentasi Kegiatan
c. Perjalanan dan tugas lainnya
	Surat Tugas
	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
	Bukti Transportasi dan akomodasi
d. Pembayaran narasumber/instruktur/pelatih dari luar
	Undangan Narasumber
	Biodata
	Bukti Transportasi dan Akomodasi
	Bukti Pembayaran Honor / Kuitansi 
	SSP (bukti setor pajak)
3. Rehabilitasi ringan
Terkait perbaikan ringan terdapat tiga jenis aktivitas yang harus dilengkapi dengan 
bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:
a. Pembelian barang/jasa
Mengikuti ketentuan no. 1.
a. Pembayaran upah harian
	Bukti Pembayaran Upah Harian / Kuitansi (dengan bea meterai yang 
cukup)
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b. Pembayaran pekerjaan perbaikan
	Foto/Video (sebelum kegiatan, sedang dikerjakan, sesudah selesai)
4. Pertanggungan asuransi
Terkait dengan pertanggungan asuransi, maka bukti pertanggungjawabannya 
adalah:
	Surat Penawaran Harga (penawaran harga dari perusahaan asuransi)
	Bukti Pembayaran Premi / Kuitansi (dengan bea meterai yang cukup)
	Dokumen Polis Asuransi
5. Perolehan layanan daya dan jasa
Terkait dengan pembayaran daya dan jasa seperti listrik, telepon dll., maka bukti 
pertanggungjawaban yang perlu dilampirkan adalah:
	Bukti Tagihan
	Bukti Pembayaran / Kuitansi (dengan bea meterai yang cukup)
6. Proses pelaporan penggunaan dana BOS
Terkait dengan kegiatan pelaporan dana BOS, maka bukti terkait adalah sebagai 
berikut:
a. Bukti pengiriman laporan
	Resi pengiriman
b. Pengembalian dana (jika ada)
	Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
c. Kelengkapan
	Daftar Siswa
	Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
Adapun rincian pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan perpajakan dana 
BOS akan dibahas secara khusus pada bab-bab selanjutnya dari buku ini.
2.7  Tahap Pelaporan
Sebagai wujud dari transparasi dan akuntabilitas SMK pengelola BOS, SMK wajib 
menyampaikan pelaporan penggunaan dana BOS setiap akhir periode pelaporan. 
Periode pelaporan yang digunakan adalah triwulanan, sehingga dalam satu tahun 
terdapat empat periode pelaporan, yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, 
dan Oktober-Desember. Paling lambat, laporan pengelolaan dana BOS disampaikan 15 
hari setelah akhir periode pelaporan. 
Secara umum, terdapat dua macam laporan yang harus disiapkan oleh 
SMK yaitu Laporan Lengkap dan Laporan Ringkas. Laporan Lengkap adalah laporan 
yang disusun sekolah untuk kepentingan pertanggungjawaban program. Laporan ini 
Ketentuan Umum Pengelolaan ...
Panduan Sukses Bendahara BOS SMK ............................................................................................................... 
32
disimpan oleh sekolah beserta bukti pendukung dan pembukuan guna kepentingan 
audit. Sementara itu, laporan Ringkas adalah laporan pendek yang disusun oleh 
sekolah untuk kepentingan laporan pelaksanaan program sesuai dengan juknis 
dan harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota. Adapun tata cara khusus pelaporan penggunaan dana 
BOS akan dibahas secara spesifik pada bab-bab selanjutnya.
2.8  Tahap Pengembalian Dana
Pengembalian dana BOS harus dilakukan apabila terdapat kelebihan salur dana BOS 
oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Kelebihan salur terjadi jika jumlah dana yang 
disalurkan lebih besar dibandingkan dengan yang seharusnya berdasarkan data jumlah 
siswa sesungguhnya. Misalnya, sebuah sekolah menerima dana BOS berdasarkan data 
perhitungan untuk 100 orang siswa, namun ternyata terdapat kesalahan data karena 
seharusnya di sekolah tersebut hanya terdapat 90 orang siswa, dengan demikian 
terdapat kelebihan salur untuk 10 orang siswa. 
Apabila terdapat kelebihan salur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Tingkat Provinsi kepada SMK akibat kesalahan data pada triwulan 1-3, maka SMK 
harus melaporkan kelebihan dana tersebut kepada Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi 
sehingga alokasi dana BOS akan dikurangi untuk periode penyaluran berikutnya. Akan 
tetapi, apabila terdapat kelebihan salur pada triwulan ke-4 maka Satuan Pendidikan 
(SMK) harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke RKUD.
Apabila terdapat sisa dana (bukan kelebihan salur) di tingkat SMK pada akhir 
tahun anggaran, maka dana tersebut tetap menjadi milik SMK dan harus digunakan 
untuk kepentingan Satuan Pendidikan (SMK) sesuai dengan program Satuan 
Pendidikan dan ketentuan alokasi dana BOS. Dengan kata lain, pengembalian dana 
hanya dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam data jumlah siswa, sementara dana 
lebih yang berasal dari sisa anggaran tetap menjadi milik SMK.
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3.1 Mekanisme Pengajuan Dana 
Mekanisme pengajuan dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diilustrasikan 
menggunakan diagram alur (flowchart) pada Lampiran 16 
Mekanisme pengajuan dana BOS SMK terdiri dari beberapa 
langkah sebagai berikut:
1. Pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
2. Memasukkan data siswa.
3. Memverifikasi dan memvalidasi data individual sekolah.
4. Menetapkan alokasi BOS SMK.
3.1.1 Pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
Proses pengajuan dana BOS dimulai dari tingkat SMK, dimana 
Kepala Sekolah beserta jajarannya dan Komite Sekolah 
menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 
sekolah. Adapun dokumen-dokumen perencanaan kegiatan 
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A. Rencana Kerja Jangka Menengah
Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) adalah rencana strategis SMK yang 
mencakup tujuan jangka menengah beserta program-program yang hendak 
dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah. Secara spesifik RKJM 
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Pendahuluan
Berisi latar belakang, tujuan, sasaran, dan manfaat dari RKJM.
b. Profil Sekolah
Pada bagian ini diberikan gambaran rinci mengenai profil sekolah yang mencakup 
lama berdiri, jumlah murid, jumlah karyawan, dll.
c. Analisis Lingkungan Sekolah
Pada bagian ini, disebutkan visi dan misi sekolah. Tidak hanya itu, pada bagian ini 
juga dideskripsikan analisis lingkungan eksternal dan internal sekolah. Kemudian 
dijabarkan pula kondisi yang diharapkan untuk dicapai dalam periode empat 
tahun kemudian. Selain itu, sekolah juga harus mengidentifikasi tantangan yang 
sekiranya akan dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.
d. Program Kerja Jangka Menengah
Setelah sekolah menjabarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka waktu 
empat tahun, langkah berikutnya adalah membuat program kerja yang harus 
dilaksanakan untuk mencapai rencana jangka menengah tersebut. Hal yang harus 
dituangkan dalam bagian ini adalah, nama kegiatan, uraian kegiatan, dan sasaran 
tahunan dari kegiatan tersebut.
e. Penutup
Bab ini menyimpulkan keseluruhan RKJM yang telah dibuat.
RKJM yang telah rampung haruslah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dan 
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota (untuk SMK Negeri), atau Yayasan 
(untuk SMK swasta). RKJM adalah rencana kerja yang dibuat selama empat tahun 
sekali, yang artinya selama periode empat tahun berjalan, sekolah tidak perlu 
membuat ulang RKJM. 
B. Rencana Kerja Tahunan 
Rencana Kerja tahunan (RKT) adalah turunuan dari RKJM yang harus dibuat satu 
tahun sekali. RKT mendeskripsikan program kerja yang akan dilakukan selama 
periode satu tahun, indikator keberhasilan, jangka waktu penyelesaian program, 
dan penanggungjawab program. RKT harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah 
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dan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota (untuk SMK Negeri), 
atau Yayasan (untuk SMK swasta).
C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
RKAS dapat dibuat sebagai bagian integral atau terpisah dari RKT pada Formulir 
BOS-K1 (Lampiran 4) dan Formulir BOS-K2 (Lampiran 5). RKAS menjelaskan 
perkiraan dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap program kerja 
tahunan. Selain itu, RKAS juga menjelaskan sumber dana darimana suatu kegiatan 
akan dibiayai. Umumnya, sumber dana sekolah adalah: BOS, Bantuan Siswa 
Miskin (BSM), hibah/blockgrant, atau sumber lainnya. Kemudian, sebagaimana 
RKT, RKAS juga harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota (untuk SMK Negeri), atau Yayasan (untuk SMK 
swasta).
D. Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS merupakan dokumen yang digunakan dalam 
pengajuan dana BOS. RAB BOS mendeskripsikan bagian dari RKAS yang akan 
didanai oleh dana BOS SMK. Secara spesifik, RAB BOS memuat nama kegiatan 
yang akan didanai dari dana BOS dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 
tersebut. RAB BOS harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite 
Sekolah, Yayasan (untuk SMK Swasta), dan disetujui oleh Pejabat Dinas Pendidikan 
Tingkat Provinsi. Bentuk ringkas dari RAB BOS diumumkan di papan pengumuman 
Satuan Pendidikan dan juga ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite 
Sekolah, dan Ketua Yayasan (untuk SMK swasta) menggunakan format seperti 
dalam Formulir BOS-03  (lihat Ilustrasi 3.1)
3.1.1.1  Pembuatan RAB BOS
Dalam membuat RAB BOS, terdapat beberapa hal yang harus dipahami oleh SMK. 
Pertama, RAB BOS disusun untuk membiayai program-program sekolah dan 17 jenis 
kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana BOS SMK (tabel 2.1). SMK tidak diwajibkan 
untuk menjalankan ketujuhbelas kegiatan tersebut.
Adapun teknis pembuatan dari RAB BOS adalah sebagai berikut, pertama 
sekolah menentukan kegiatan apa saja yang akan dibiayai dari dana BOS SMK. Kedua, 
SMK dapat membentuk sub-kegiatan (program kerja) dari setiap kegiatan yang dapat 
didanai dari dana BOS SMK. Ketiga, setiap sub-kegiatan memiliki transaksi yang akan 
dilakukan demi terselenggaranya sub-kegiatan tersebut. Keempat, untuk memudahkan 
pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, setiap transaksi akan 
dikelompokan ke dalam akun tertentu berdasarkan item-item yang akan dibeli pada 
setiap transaksi. Setelah itu, sekolah harus memperkirakan jumlah dan harga satuan 
yang dibutuhkan untuk membeli tiap jenis item. 
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Secara ringkas, teknis pembuatan RAB BOS dapat diilustrasikan dalam Gambar 
3.1 berikut.
Gambar 3.1 Teknis Pembuatan RAB BOS
Selain itu, untuk mempermudah pembuatan RAB dan pencatatan atas kegiatan-
kegiatan yang menggunakan dana BOS, bendaharawan BOS dapat menggunakan 
akun belanja barang dan jasa. Akun barang dan jasa dapat diklasifikasikan lagi sesuai 
dengan aturan Kementerian Dalam Negeri kedalam beberapa akun sesuai dengan 
jenis kegiatan dan transaksi. Adapun ilustrasi pemetaan kegiatan, transaksi, dan nama 
akun dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Pemetaan Akun
No. 
Kegiatan
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Transaksi yang terjadi dalam satuan pendidikan (SMK) tidak sebatas transaksi 
yang disebutkan dalam tabel diatas. Adapun untuk contoh nomor akun dari setiap 
transaksi dapat di lihat pada Lampiran 17 Namun demikian, SMK dapat menambahkan 
nomor akun sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi dalam tiap kegiatan yang 
diperkenankan untuk dibiayai dengan dana BOS.
ILUSTRASI 3.1: PEMBUATAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
SMK Wijaya Kusuma adalah salah satu SMK swasta yang terletak di Kecamatan 
Pancoran Mas, Kota Depok dan mengkhususkan pada bidang tata boga. Pada akhir 
tahun 2015, sekolah ini memiliki 300 orang siswa dan diperkirakan jumlah ini konstan 
sepanjang tahun 2016. Berdasarkan RKJM sekolah, SMK Wijaya Kusuma mempunyai 
cita-cita untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan tinggi sehingga 
siap untuk masuk ke dunia kerja. SMK Wijaya Kusuma bermaksud untuk menggunakan 
dana BOS sebagai upaya untuk mendanai program-program sekolah berikut berikut.
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	Penerimaan peserta didik 
baru






	Perbaikan ringan ruang 
kelas




	Pengelolaan data sekolah 
berbasis TIK
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	Langganan Daya dan 
Jasa
















Program-program tersebut akan diselenggarakan sepanjang tahun 2016 
dengan waktu yang telah ditentukan pada tiap triwulannya, sehingga total anggaran 
untuk tiap triwulan adalah Rp 96.840.000; Rp 96.720.000; Rp 84.650.000; dan Rp 
141.790.000. Ilustrasi RAB disajikan sebagai berikut.
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3.1.2 Memasukkan Data Siswa
Proses penting lainnya yang perlu dilakukan dalam pengajuan pencairan dana BOS 
adalah menginput data siswa pada aplikasi http://dapo.dikmen.kemendikbud.go.id. 
Proses memasukkan (entry) data yang dilakukan oleh sekolah menentukan ketepatan 
alokasi dana BOS SMK yang diterima sekolah. Hal yang harus diperhatikan ketika 
memasukkan data ke aplikasi Dapodikdasmen adalah sebagai berikut:
a. Melengkapi seluruh data siswa kelas X, XI, dan XII sesuai dengan kondisi riil sekolah 
kemudian melakukan registrasi.
b. Memberikan pernyataan “menerima” atau “menolak” dana BOS melalui aplikasi 
Dapodikdasmen.
c. Melakukan pengiriman data melalui sinkronisasi Dapodikdasmen dan memastikan 
hasilnya di laman http://bansos.dikmen.kemendikbud.go.id.
Untuk menjamin ketepatan dari data yang telah dimasukkan, maka pakta 
integritas harus ditandai pada laman Dapodikdasmen. Konsekuensi yang timbul dari 
kesalahan input data sehingga menyebabkan ketidaktepatan penyaluran dana BOS, 
sepenuhnya menjadi tanggungjawab SMK.
3.1.3 Memverifikasi dan Memvalidasi Data Individual Sekolah
Proses ini dilakukan pada Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten dan Kota 
bekerjasama dengan Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi setelah SMK memasukkan 
data siswa pada Dapodikdasmen. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa 
data yang dimasukkan telah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
3.1.4 Menetapkan Alokasi BOS SMK
Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat bekerjasama dengan tim Dapodikdasmen akan 
mengumpulkan data siswa seluruh provinsi sebagai dasar penetapan alokasi dana BOS 
SMK.
Adapun alokasi dana BOS SMK ditetapkan dalam dua tahap, yaitu alokasi 
sementara untuk penyaluran awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar 
penyaluran lebih/kurang salur. Rincian penetapan alokasi kedua tahap tersebut adalah 
sebagai berikut:
a. Alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS SMK didasarkan pada Dapodikdas-
men dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Triwulan ke-1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 
Desember tahun sebelumnya.
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ii. Triwulan ke-2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
iii. Triwulan ke-3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 
Juni.
iv. Triwulan ke-4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 
21 September.
b. Alokasi final dana BOS SMK tiap Satuan Pendidikan yang digunakan sebagai dasar 
untuk penghitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan ber-
jalan didasarkan pada data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Triwulan ke-1 (Januari-Maret) didasrkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 
Januari.
ii. Triwulan ke-2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 
April.
iii. Triwulan ke-3 (Juli-September) dan Triwulan ke-4 (Oktober-Desember) 
didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
3.2 Mekanisme Pencairan Dana
Mekanisme pencairan dana BOS SMK dari tingkat pusat yakni Tim Manajemen SMK 
hingga tingkat SMK. Pencairan BOS SMK mengacu pada data jumlah siswa pada 
Dapodikdasmen yang sebelumnya telah diisi oleh sekolah dan di verifikasi oleh Tim 
Manajemen BOS tingkat Kabupaten/Kota serta Provinsi. Selanjutnya, Tim Manajemen 
BOS tingkat pusat akan merekapitulasi data peserta didik seluruh provinsi untuk 
kemudian ditetapkan alokasi dana BOS SMK untuk tiap Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 
Usulan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya 
dana BOS SMK dapat dicairkan kepada seluruh SMK penerima dana BOS. 
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Secara singkat, alur pencairan dana BOS SMK dapat digambarkan pada 
Gambar 3.2 berikut. 
Gambar 3.2 Alur Pencairan Dana BOS
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2016)
Sebagai tambahan, untuk pengambilan dana BOS SMK, dokumen yang perlu 
disiapkan oleh setiap sekolah sebagai persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:
1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah.
2. SK Pengangkatan Bendahara Sekolah.
3. Akta Pendirian Sekolah atau Surat Izin Operasional Sekolah yang masih berlaku.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) Kepala Sekolah.
5. KTP atau SIM Bendahara Sekolah.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMK Negeri).
3.2.1 Mencatat Penerimaan Dana BOS
Apabila bendahara BOS SMK telah menerima pencarian dana BOS, maka hal yang 
harus dilakukan adalah melakukan pembukuan terhadap penerimaan dana tersebut. 
Adapun contoh dari pencatatan penerimaan dana BOS SMK akan diberikan pada 
Ilustrasi 3.2 berikut.
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ILUSTRASI 3.2: PENERIMAAN DANA BOS
Pada tanggal 05 Oktober 2016, SMK Wijaya Kusuma memperoleh alokasi dana BOS 
untuk triwulan keempat sebesar Rp105.000.000 melalui rekening bank milik SMK. 
Jumlah dana yang diterima ini telah sesuai dengan jumlah siswa SMK Wijaya Kusuma 
yang dimasukkan pada aplikasi Dapodikdasmen tanggal 14 September, yakni 300 
orang. 
Agar dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan, seluruh transaksi terkait 
dana BOS harus dicatat oleh Bendahara BOS SMK. Pencatatan transaksi terkait dana BOS 
dapat dilakukan dalam dokumen yang disebut voucher transaksi. Bentuk pencatatan 
transaksi penerimaan alokasi dana BOS dalam voucher transaksi diilustrasikan berikut 
ini.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah




JKM-10-001 Penerimaan alokasi dana 
BOS TW IV 2016
105.000.000
# # # # #
Buku ini dilengkapi dengan compact disc (CD) yang memuat file dalam format 
Excel, dimana file tersebut merupakan sebuah aplikasi sistem pencatatan akuntansi 
sederhana berbasis kas, untuk membantu pencatatan transaksi terkait dana BOS oleh 
Bendahara BOS SMK. Dalam basis kas, transaksi hanya dicatat saat kas diterima atau 
kas dibayarkan. 
Sistem ini menggunakan voucher transaksi seperti di atas sebagai tampilan 
utama untuk melakukan input ke dalam sistem. Selanjutnya sistem secara otomatis 
akan melakukan proses hingga dapat menghasilkan output berupa Buku Kas Umum 
(Lampiran 6), Buku Pembantu Kas (Lampiran 7), Buku Pembantu Bank (Lampiran 8), 
Buku Pembantu Pajak (Lampiran 9), dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS 
(Lampiran 10). 
Berhubung sistem voucher yang digunakan untuk mencatat transaksi sudah 
terotomatisasi hingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk 
mempertanggungjawabkan dana BOS SMK, maka proses pencatatannya secara akun-
tansi tidak terlihat dalam sistem di dalam file. Namun secara manual, pencatatan tran-
saksi penerimaan alokasi dana BOS dalam jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut 
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ini.  
Tanggal Keterangan Debit Kredit
05 Okt. Dr. Bank 105.000.000
Cr. Bantuan Operasional Sekolah 105.000.000
Melakukan pencatatan atas penerimaan dana BOS.
Selanjutnya, pada tanggal yang sama (05 Oktober 2016), Bendahara BOS SMK 
mengambil Rp 10.000.000 dana yang terdapat di bank untuk dipergunakan sebagai 
kas tunai BOS SMK. Sesuai dengan kebijakan sekolah, kas tunai ini hanya dapat diper-
gunakan untuk pembayaran dengan nilai maksimal Rp 500.000 per transaksi, semen-
tara pembayaran untuk transaksi dengan nilai lebih dari Rp 500.000 harus dilakukan 
melalui transfer bank langsung. Dana kas tunai akan diisi kembali jika saldonya sudah 
bernilai kurang dari Rp 1.000.000.  
Masing-masing sekolah perlu menetapkan kebijakan kas tunai yang dapat 
dikelola oleh Bendahara BOS SMK berdasarkan data historis volume transaksi yang 
menggunakan kas tunai. Kebijakan kas tunai setidaknya mencakup jumlah maksimal 
saldo kas tunai (sebesar-besarnya adalah Rp 10.000.000), jumlah maksimal nilai tran-
saksi yang dapat dibayar menggunakan kas tunai, dan batas saldo untuk pengisian 
kembali kas tunai. Dalam menetapkan kebijakan kas tunai, sekolah dapat menggu-
nakan prinsip keseimbangan sehingga saldo kas tunai tidak terlalu besar yang dapat 
meningkatkan risiko kehilangan namun juga tidak terlalu sedikit yang dapat meng-
hambat aktivitas operasional.
Pencatatan transaksi pengambilan dana dari rekening bank untuk 
dipergunakan sebagai kas tunai dalam voucher transaksi dilakukan dalam dua tahap. 
Tahap pertama, yaitu pengurangan saldo rekening bank akibat penarikan dana kas 
tunai diilustrasikan berikut ini.
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VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah





JU-10-001 Penarikan dana dari reken-
ing bank untuk pengisian 
kas tunai.
10.000.000
# # # # #
Tahap kedua adalah mencatat pengisian/penambahan saldo kas tunai untuk 
disimpan pada tempat yang aman sebelum digunakan dalam kegiatan operasional. 
Bentuk pencatatan transaksi pengisian saldo kas tunai dalam voucher transaksi diilus-
trasikan berikut ini.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah
# # # # #
4.2.2.03.07 Pengisian Kas 
Tunai
JU-10-002 Penerimaan dana dari rek-
ening bank untuk pengisian 
kas tunai.
10.000.000
# # # # #
Transaksi penarikan dana dari rekening bank untuk dipergunakan sebagai 
kas tunai, secara akuntansi hanya merupakan transaksi reklasifikasi dari akun bank 
menjadi akun kas tunai sehingga tidak memengaruhi jumlah total kas yang nantinya 
dilaporkan dalam Buku Kas Umum. Pencatatan transaksi penarikan dana dari rekening 
bank untuk dipergunakan sebagai kas tunai tersebut, dalam jurnal akuntansi dapat 
diilustrasikan berikut ini.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
05 Okt. Kas Tunai 10.000.000
Bank 10.000.000
Memindahkan kas dari bank ke kas tunai SMK.
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4.1 Mekanisme Pembelanjaan Dana 
Mekanisme umum pembelanjaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) diilustrasikan menggunakan diagram alur (flowchart) 
pada Lampiran 17 Pembahasan mekanisme pembelanjaan 
dana BOS SMK akan dibagi berdasarkan jenis pembelanjaan 
sebagai berikut:




5. Langganan daya dan jasa
6. Penyusunan laporan
Pada Bab 4, telah diuraikan secara singkat Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) SMK Wijaya Kusuma pada tahun 
2016 yang akan didanai dari dana BOS. Bab ini akan 
memberikan ilustrasi pencatatan pembelanjaan dana BOS 
berdasarkan prosedur akuntansi keuangan. Selain itu, akan 
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diuraikan pula dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk setiap transaksi 
pembelanjaan. Pada Bab ini akan digunakan ilustrasi pembelanjaan dana BOS SMK 
Wijaya Kusuma untuk triwulan ke-4 tahun 2016.
Adapun basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan belanja adalah 
basis kas. Artinya, transaksi pembelanjaan akan dicatat pada saat terjadi arus kas 






















Gambar 4.1 Prosedur Umum Pembelanjaan Dana BOS
Secara umum, pembelanjaan dana BOS dimulai dari permintaan pihak 
sekolah (misalnya guru) yang membutuhkan dana. Berdasarkan permintaan tersebut, 
Bendahara BOS SMK kemudian mencairkan dana setelah memastikan bahwa dana 
diperuntukkan bagi hal-hal yang memang dapat dibiayai dengan alokasi dana BOS 
SMK (lihat Bab 2) dan setelah melalui proses otorisasi yang dibutuhkan. Selanjutnya 
Bendahara BOS SMK melakukan pencatatan belanja dalam voucher transaksi. Jika 
Bendahara BOS SMK melakukan pencatatan transaksi menggunakan file dalam format 
Excel yang menyertai buku ini, maka proses pencatatan selanjutnya ke dalam Buku 
Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Kas sudah dilakukan secara 
terotomatisasi.  
Terkait dengan proses otorisasi, sekolah (SMK) perlu membuat kebijakan 
bahwa belanja yang melebihi nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari Kepala 
Sekolah. Dalam ilustrasi SMK Wijaya Kusuma misalnya, ditetapkan kebijakan bahwa 
belanja lebih dari Rp5.000.000 harus melalui otorisasi atau mendapat persetujuan 
Kepala Sekolah. Otorisasi ini penting guna menjamin belanja telah dilakukan dengan 
tepat. Selain itu, pada Bab 4 telah diilustrasikan bahwa SMK Wijaya Kusuma juga 
memiliki kebijakan bahwa pengeluaran yang diperbolehkan menggunakan kas tunai 
adalah pengeluaran dengan nilai maksimal Rp500.000 per transaksi. Pengeluaran 
senilai lebih dari Rp500.000 harus dilakukan melalui transfer bank.
4.2 Pembelian Barang dan Jasa
Terdapat tiga kondisi belanja pembelian barang dan jasa untuk kegiatan bela-
jar mengajar yang akan berdampak pada jenis bukti transaksi yang dibutuhkan. Ketiga 
kondisi tersebut beserta bukti transaksi yang dibutuhkan terangkum dalam Gambar 
4.2 berikut.
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Gambar 4.2 Jenis dan Bukti Transaksi Pembelian Barang dan Jasa
Sumber: Direktorat Pembinaan SMA (2015)
Pada praktiknya, sekolah perlu meminimalkan pembelian barang atau jasa 
pada kelompok tiga (dalam jumlah/nilai/jenis tertentu) karena pembelian yang masuk 
dalam kelompok ini harus melalui mekanisme lelang. Caranya adalah dengan menjaga 
agar nilai satu transaksi pembelian tidak melebihi Rp100.000.000 untuk pengadaan 
barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya atau tidak meleibihi Rp50.000.000 untuk 
pengadaan jasa konsultasi.
Sebenarnya, dana BOS yang sudah disalurkan kepada sekolah (SMK) 
telah dicatat sebagai realisasi belanja oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan telah 
selesai dipertanggungjawabkan oleh Pemda ketika Pemda telah menerima berkas 
pengambilan dana BOS dari sekolah (lihat Subbab 3.2.2). Namun demikian, untuk 
menghindari permasalahan administratif yang tidak diinginkan, jika sekolah (SMK) 
harus melakukan suatu jenis transaksi pembelian senilai lebih dari Rp100.000.000 
(untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya) atau lebih dari 
Rp50.000.000 (untuk pengadaan jasa konsultasi), maka Bendahara BOS SMK dapat 
memertimbangkan untuk membagi pembelian tersebut ke dalam empat triwulan 
sehingga nilai suatu jenis transaksi pembelian per triwulan kurang dari jumlah 
dimaksud (hal ini dilakukan mengingat siklus pertanggungjawaban dana BOS SMK 
adalah setiap akhir triwulan). Kepala Sekolah juga dapat memertimbangkan untuk 
membuat prosedur dan kebijakan pengadaan dari dana BOS di lingkungan SMK sendiri 
(dimungkinkan hanya bagi SMK Swasta) atau yang paling ideal (khususnya bagi SMK 
Negeri) adalah mengikutsertakan proses pembelian barang atau jasa bernilai besar 
dalam mekanisme sistem manajemen pengadaan di Pemda (terutama pada Pemda 
yang telah memiliki sistem manajemen pengadaan yang terkomputerisasi). 
Mekanisme Pembelanjaan...
Panduan Sukses Bendahara BOS SMK ............................................................................................................... 
68
Dalam transaksi pembelian barang dan jasa terdapat beberapa dokumen 
penting sebagai bukti transaksi. Berikut adalah penjelasan dari dokumen-dokumen 
yang menjadi bukti transaksi pembelian barang dan jasa:   
1. Kuitansi 
Kuitansi adalah tanda terima uang yang umumnya dibuat oleh pihak penjual 
barang atau penyedia jasa. Seluruh transaksi pembelian barang atau jasa ha-
rus disertai Kuitansi sebagai bukti transaksi, kecuali nilai transaksi kurang dari 
Rp250.000 per transaksi. Kuitansi harus dibubuhi bea meterai yang cukup sesuai 
ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai bea meterai dijelaskan pada Bab 5. 
2. Bukti Pembelian / Nota / Faktur Penjualan
Untuk pengadaan barang atau jasa dengan nilai tidak melebihi Rp10.000.000 
per transaksi dan bukan merupakan barang atau jasa kena pajak, maka cukup 
menyertakan Bukti Pembelian / Nota / Faktur Penjualan dan Kuitansi sebagai 
bukti transaksi. Jika barang atau jasa yang dibeli merupakan barang atau jasa 
kena pajak, maka bukti transaksi ditambah dengan Faktur Pajak (FP). Jika FP tidak 
tersedia, maka jumlah dalam Bukti Pembelian / Nota / Faktur Penjualan harus 
memuat nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang atau jasa 
kena pajak tersebut. 
3. Faktur Pajak
FP adalah bukti pungutan PPN yang dikeluarkan oleh pengusaha penyedia ba-
rang atau jasa kena pajak. FP yang dikeluarkan oleh pengusaha kena pajak dibu-
tuhkan terutama oleh Bendahara BOS SMK Negeri untuk administrasi transaksi 
pembelian barang atau jasa kena pajak. 
4. Surat Setoran Pajak
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah formulir yang digunakan untuk melakukan 
penyetoran pembayaran pajak. Dalam SSP termuat informasi Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) penyetor, nama penyetor, jenis pajak yang disetor, masa 
pembayaran pajak, kode pajak yang disetor, nilai pajak yang disetor, dan tanggal 
penyetoran. Sehubungan dengan transaksi pembelian barang atau jasa kena pa-
jak, SSP dibuat oleh Bendahara BOS SMK Negeri untuk menyetorkan PPN yang 
terutang atas pembelian barang atau jasa kena pajak dalam kapasitas Bendahara 
BOS SMK Negeri sebagai pemungut PPN. Sedangkan Bendahara BOS SMK Swasta 
tidak dikenakan kewajiban untuk membuat SSP sehubungan dengan transaksi 
pembelian barang atau jasa karena bukan merupakan pemungut PPN.
5. Bukti Setor Pajak dan Surat Pemberitahuan
Bukti Setor Pajak dikeluarkan oleh bank persepsi atau kantor pos sebagai tanda 
bahwa wajib pajak telah menyetorkan pajak yang dipungut kepada kas negara. 
Selain mengeluarkan Bukti Setor Pajak, bank persepsi atau kantor pos juga akan 
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melakukan validasi terhadap SSP. SMK Negeri sebagai wajib pajak sekaligus pe-
mungut PPN kemudian melaporkan setoran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Sedangkan 
SMK Swasta tidak dikenakan kewajiban ini karena walaupun termasuk wajib pa-
jak namun SMK Swasta bukan pemungut PPN.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak 
Setiap dokumen perpajakan membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
sebagai identitas wajib pajak. Sehubungan dengan pengelolaan dana BOS SMK, 
baik SMK Negeri maupun SMA Swasta merupakan wajib pajak badan yang mas-
ing-masing harus memiliki NPWP badan sendiri. NPWP badan ini tercatat atas 
nama sekolah (SMK) sehingga jika Bendahara SMK yang diangkat merupakan 
pengganti dari Bendahara sebelumnya, maka Bendahara SMK yang baru tidak 
perlu lagi meminta NPWP. Bendahara cukup memberitahukan secara tertulis ke-
pada KPP setempat dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) penunjukan se-
bagai Bendahara SMK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri lainnya.
7. Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Serah Terima 
Untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai leb-
ih dari Rp10.000.000 namun tidak lebih dari Rp100.000.000, atau untuk pen-
gadaan jasa konsultasi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000 namun tidak leb-
ih dari Rp50.000.000, maka Kepala Sekolah dapat melakukan penunjukkan 
langsung yang dibuktikan dengan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK). Informasi 
yang terdapat dalam SPK mencakup jenis pekerjaan dan rinciannya, pihak yang 
diberi pekerjaan, batas waktu pengerjaan, nilai pengerjaan, dan tanggal diber-
ikannya SPK. Apabila pekerjaan telah selesai dilakukan, maka pihak yang me-
nerima pekerjaan harus memberikan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai 
bukti penyerahan hasil pekerjaan. BAST mencakup informasi terkait jenis peker-
jaan dan rinciannya, pihak yang menyerahkan (penerima pekerjaan), pihak yang 
menerima (pemberi pekerjaan), spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan, nilai 
pekerjaan, dan tanggal serah terima. Dalam skema penunjukan langsung, doku-
men-dokumen seperti Kuitansi, Faktur Penjualan, dan dokumen perpajakan yang 
disebutkan sebelumnya juga harus disertakan dalam administrasi. 
8. Dokumen Lelang dan Surat Penawaran Harga
Untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai 
lebih dari Rp100.000.000 atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai 
lebih dari Rp50.000.000, maka harus dilakukan melalui mekanisme lelang. 
Diperlukan sedikitnya tiga penawaran dari tiga penyedia barang atau jasa sebagai 
perbandingan untuk mendapatkan kualitas dan harga yang sesuai dalam proses 
lelang. Perjanjian, Surat Penawaran Harga (SPH), dan surat-surat lainnya dalam 
proses lelang harus didokumentasikan dalam satu kesatuan dokumen lelang. 
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9. Surat Jalan
Surat Jalan (konosemen) adalah dokumen pelengkap yang digunakan untuk 
mengecek apakah kualitas dan kuantitas barang yang dikirim sesuai dengan data 
yang tercantum dalam dokumen pengiriman. Surat Jalan dikeluarkan oleh pihak 
penjual dan umumnya dilampirkan dalam setiap proses pengiriman barang.
ILUSTRASI 4.1: PEMBELIAN BARANG DAN JASA
Untuk meningkatkan keterampilan siswa, SMK Wijaya Kusuma akan menyelenggarakan 
workshop pembuatan pastry pada tanggal 10 Oktober 2016. Oleh karena itu, sekolah 
membeli alat dan bahan habis pakai untuk keperluan acara dengan total belanja 
senilai Rp8.710.000.
Pembelian dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2016. SMK Wijaya Kusuma 
membeli alat dan bahan kue dari Toko Serba Ada, Percetakan Rapi, dan Toko Kue 
Sedap. Seluruh tagihan atas pembelian tersebut diterima pada tanggal 07 Oktober 
2016. Rincian pembelian dari toko-toko di atas terdapat dalam tiga nota berikut.
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Barang telah diterima                            Toko Serba Ada                             
dengan baik oleh:
                                                                               Lusida Hendriti
Nama Jelas & Tandatangan                           Nama Jelas & Tanda Tangan 
Mekanisme Pembelanjaan...
Panduan Sukses Bendahara BOS SMK ............................................................................................................... 
72





No. Uraian / Jenis Barang
































Barang telah diterima                                              Percetakan Rapi                             
dengan baik oleh:
Nama Jelas & Tandatangan                            Nama Jelas & Tanda Tangan





No Uraian / Jenis Barang






1. Paket kue kotak 16o kotak 20.000 3.200.000
Jumlah Rp 3.200.000
Barang telah diterima                                         Toko Kue Sedap                           
dengan baik oleh:
Nama Jelas & Tandatangan                        Nama Jelas & Tanda Tangan 
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Dikarenakan nominal pembayaran untuk masing-masing vendor di atas 
Rp500.000, SMK Wijaya Kusuma membayarnya melalui transfer dari rekening sekolah. 
Pembayaran dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2016. Bentuk pencatatan transaksi 
pembelian barang dan jasa dalam voucher transaksi diilustrasikan berikut ini.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah
















5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis 
kantor







5.1.2.11.08 Belanja makan dan 
minuman kegiatan
A7092016-B Belanja konsumsi untuk 
workshop pembuatan pastry
3.200.000
# # # # #
Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar belanja bahan 
pakai habis, alat tulis kantor, dan konsumsi kegiatan sebagai biaya penyelenggaraan 
workshop pembuatan pastry ke dalam format voucher di atas, secara otomatis akan 
langsung diproses ke dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum dan Buku 
Pembantu Bank. Sedangkan secara manual, pencatatan transaksi realisasi belanja 
barang tersebut dalam jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.  
Tanggal Keterangan Debit Kredit
08 Okt. Belanja Bahan Pakai Habis Peralatan 
Praktik Kerja
3.260.000 
Belanja Alat Tulis Kantor 2.250.000 
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.200.000 
Bank 8.710.000
Melakukan pencatatan atas belanja bahan dan alat habis pakai, alat 
tulis kantor, serta konsumsi kegiatan.
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4.3 Penyelenggaraan Kegiatan
Serupa dengan belanja barang dan jasa, terdapat tiga kondisi untuk belanja 
penyelenggaraan kegiatan yang akan berdampak pada jenis bukti transaksi yang 
dibutuhkan. Ketiga kondisi tersebut beserta bukti transaksi yang dibutuhkan terangkum 


























Gambar 4.3 Jenis dan Bukti Transaksi Penyelenggaraan Kegiatan
Sumber: Direktorat Pembinaan SMA (2015)
Terkait penyelanggaraan kegiatan, jika membutuhkan pembelian barang atau 
jasa maka ketentuannya mengikuti penjelasan pada Subbab 4.2. Namun sehubungan 
dengan penyelenggaraan kegiatan, terdapat beberapa dokumen penting lainnya se-
bagai bukti transaksi. Berikut adalah penjelasan dari dokumen-dokumen yang menjadi 
bukti transaksi penyelenggaraan kegiatan:
1. Surat Keputusan Panitia
Pembentukan panitia khusus dalam penyelenggaran kegiatan sekolah harus 
didokumentasikan dalam bentuk SK Kepala Sekolah. SK ini nantinya digunakan 
sebagai dokumen pendukung pelaporan penggunaan dana operasional non-per-
sonal kegiatan tersebut. Contoh kegiatan yang memerlukan SK Panitia antara lain 
SK Panitia Penerimaan Siswa Baru, SK Panitia Ulangan Akhir Semester, SK Panitia 
Peringatan Hari Besar Nasional, SK Petugas Entry Data Data Pokok Pendidikan 
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Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen), atau SK panitia kegiatan lain yang diben-
tuk atau dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sekolah.
2. Surat Tugas
Ketika warga sekolah ditugaskan untuk mengikuti kegiatan tertentu seperti 
pelatihan, perjalanan dinas, atau perlombaan, maka pelaksanaan tugas oleh 
warga sekolah tersebut wajib dibuktikan dengan adanya Surat Tugas dari Kepala 
Sekolah atau pejabat berwenang sebagai bukti pengeluaran dana BOS. Surat 
tugas berfungsi sebagai keterlaksanaan tugas, bukan sebagai bukti penggunaan 
dana karena penggunaan dana untuk kegiatan yang sama tidak diperkenankan 
dari dua sumber yang berbeda. 
3. Surat Perjalanan Dinas
Selain surat tugas, warga sekolah yang melakukan perjanalan dinas juga harus 
melampirkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dengan format yang mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak 
Tetap.
4. Surat Undangan dan Biodata Narasumber/Instruktur/Pelatih
Jika suatu kegiatan sekolah melibatkan narasumber atau instruktur atau 
pelatih dari luar, maka Surat Undangan atau surat lainnya sebagai permohonan 
menjadi narasumber juga dilampirkan sebagai bukti pengeluaran dana. Biodata 
narasumber atau instruktur atau pelatih harus disertakan pula sebagai bagian dari 
dokumentasi.
5. Bukti Perjalanan dan Akomodasi
Apabila narasumber berasal dari luar daerah, maka Bukti Perjalanan dan 
Akomodasi yang disediakan juga harus dilampirkan sebagai bukti pengeluaran 
dana. Pendanaan tersebut disesuaikan dengan standar yang belaku di daerah 
masing-masing. Bukti pembayaran transportasi dan pembayaran akomodasi juga 
dilampirkan untuk kegiatan warga sekolah yang menggunakan Surat Tugas.
6. Bukti Penerimaan Honor Narasumber/Instruktur/Pelatih
Bukti Penerimaan Honorarium (Kuitansi) beserta bukti pemotongan pajak dan 
bukti penerimaan biaya entry data Dapodikdasmen harus dibuat terkait kegiatan 
yang memerlukan narasumber atau instruktur atau pelatih. 
7. Daftar Hadir Kegiatan
Daftar Hadir Kegiatan adalah daftar hadir peserta kegiatan, daftar hadir 
narasumber atau instruktur atau pelatih, daftar hadir panitia atau petugas atau 
pengawas ujian, maupun pihak terkait lainnya yang terlibat dalam kegiatan. Daftar 
hadir ini diperlukan sebagai lampiran bukti pengeluaran dana.
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8. Notulen dan Dokumentasi Kegiatan
Notulen dan dokumentasi kegiatan perlu dilampirkan sebagai bukti keterlaksa-
naan kegiatan.
9. Dokumen Kerjasama atau Proposal
Kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan pihak lain seperti kerjasama 
penyelenggaraan acara, kerjasama kegiatan kesiswaan, kerjasama pelatihan guru, 
atau kerjasama pengembangan situs web sekolah memerlukan adanya Dokumen 
Kerjasama, Proposal, Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 
(MoU) sebagai bukti keterlaksanaan kegiatan. 
ILUSTRASI 4.2: PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Selain belanja alat dan bahan habis pakai dengan total Rp8.710.000, panitia juga 
mengundang pengisi acara yaitu lima orang pastry chef sebagai pelatih dalam 
workshop, tiga orang pembawa acara, dan dua orang ahli gizi sebagai bagian dari 
pengisi acara. Total honor untuk kesepuluh pengisi acara tersebut adalah Rp8.000.000. 
Pembayaran honor untuk pengisi acara dilakukan melalui transfer dari rekening sekolah 
pada tanggal 10 Oktober 2016. Sekolah telah menggunakan sistem voucher sehingga 
proses penjurnalan atas pembayaran pengisi acara selama tiga hari tersebut tidak 
perlu dilakukan satu persatu akan tetapi digabung dalam satu voucher yang sama. 
Penghitungan dan cara penjurnalan pajak atas transaksi ini akan dijelaskan pada Bab 
5. Bentuk pencatatan transaksi pembayaran honor terkait penyelenggaraan kegiatan 
dalam voucher transaksi diilustrasikan berikut ini.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah





5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga 
Ahli/Narasumber / 
Instruktur
JKK-10-001 Honorarium untuk pengisi acara 
worjshop pembuatan pastry
8.000.000
# # # # #
  Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar belanja honorarium 
sebagai bagian biaya penyelenggaraan workshop pembuatan pastry ke dalam format 
voucher di atas, secara otomatis akan langsung diproses ke dalam laporan yang ter-
pengaruh yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank. Sedangkan secara manual, 
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pencatatan transaksi realisasi belanja penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam jurnal 
akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.  
Tanggal Keterangan Debit Kredit




Melakukan pencatatan atas belanja honorarium pengisi acara work-
shop.
Menjelang akhir tahun 2016 SMK Wijaya Kusuma melakukan entry data pada 
Dapodikdasmen guna penyusunan RAB BOS tahun 2017. Pada tanggal 17 Desember 
2016, entry data telah selesai dilakukan dan sekolah melakukan pembayaran atas 
aktivitas ini. Sesuai dengan ketentuan, honor yang dibayar untuk memasukkan (entry) 
data siswa adalah Rp3.000/siswa. Terdapat 300 orang siswa yang dimasukkan pada 
tahun ajaran baru ini sehingga dana yang dikeluarkan adalah Rp900.000. Sementara 
itu, untuk memasukkan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) menghabiskan 
dana Rp3.000.000 untuk total 400 orang PTK untuk honor personel yang melakukan 
input data. Untuk memasukkan data identitas sekolah, personel yang melakukan input 
data diberikan honor Rp100.000. Dengan demikian, total pengeluaran honor untuk 
tenaga yang melakukan input data Dapodikdasmen adalah Rp4.000.000. Atas transaksi 
tersebut, Bendahara BOS SMK Wijaya Kusuma membuat voucher sebagai berikut.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah




5.0.2.03.28 Belanja Jasa tenaga 
Administrasi / 
Teknis Kegiatan
JKK-12-001 Honorarium memasukkan 
(entry) data siswa, pendidikan, 
tenaga pendidik, dan identitas 
sekolah
4.000.000
# # # # #
Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar belanja honorarium 
sebagai biaya pengelolaan data sekolah dalam format voucher di atas, secara otomatis 
akan langsung diproses ke dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum dan 
Buku Pembantu Bank. Sedangkan secara manual, pencatatan transaksi realisasi be-
lanja penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam jurnal akuntansi dapat diilustrasikan 
berikut ini.  
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Tanggal Keterangan Debit Kredit




Melakukan pencatatan atas pembayaran honor input data Dapodikdas-
men.
4.4 Perbaikan Ringan
Sekolah biasanya melakukan perbaikan ringan untuk perawatan aset tetapnya seperti 
perbaikan gedung sekolah, komputer, atau pendingin udara. Ketika terdapat perbaikan 

















Gambar 4.4 Jenis dan Bukti Transaksi Perbaikan Ringan
Sumber: Direktorat Pembinaan SMA (2015)
Terkait perbaikan ringan, jika membutuhkan pembelian barang atau jasa 
maka ketentuannya juga mengikuti penjelasan pada Subbab 4.2. Namun sehubungan 
dengan perbaikan ringan, terdapat beberapa dokumen penting lainnya sebagai bukti 
transaksi. Berikut adalah penjelasan dari dokumen-dokumen yang menjadi bukti 
transaksi perbaikan ringan:
1. Tanda Terima Upah
Ketika perbaikan sekolah memerlukan tukang, maka Tanda Terima Upah harus 
dilampirkan sebagai bukti adanya transaksi pembayaran. Tanda Terima Upah 
ini dapat berbentuk daftar yang berisi nama penerima upah, hari kerja, tanggal 
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periode kerja, jumlah satuan, jumlah total, dan tanda tangan. Selain dalam bentuk 
daftar, Tanda Terima Upah juga dapat dalam bentuk Kuitansi. 
2. Dokumentasi Pekerjaan
Bukti adanya perbaikan dapat dilakukan dengan melampirkan foto atau video sa-
rana-prasarana sekolah sebelum, sedang, dan sesudah diperbaiki. 
ILUSTRASI 4.3: PERBAIKAN RINGAN
Salah satu ruang kelas yang digunakan untuk praktik table manner memerlukan 
perbaikan pada beberapa sisi dindingnya. Untuk itu, pada 15 Oktober 2016, SMK 
Wijaya Kusuma membeli alat dan bahan habis pakai dari CV Pembangunan Lancar. 
Rincian pembelian sesuai dengan faktur yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2016 
adalah sebagai berikut.


























Jumlah Rp      2.161.000
Barang telah diterima                                         CV Pembangunan Lancar                             
dengan baik oleh:
Nama Jelas & Tandatangan                       Nama Jelas & Tanda Tangan
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Selain itu, dilakukan juga pembayaran untuk empat orang tukang 
sebesar Rp250.000/orang dan pihak sekolah juga memberikan konsumsi 
senilai Rp25.000/orang. Untuk itu, total yang dikeluarkan untuk pekerja dan 
konsumsi adalah sebesar Rp1.100.000. Pembayaran dilakukan pada tanggal 
16 Oktober 2016. Voucher yang dibuat untuk mencatat transaksi di atas 
perlu dipisah antara transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 
yang berupa barang dengan yang berupa upah tukang dan konsumsi. Untuk 
transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang berupa barang, 
Bendahara BOS SMK Wijaya Kusuma membuat voucher sebagai berikut.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah







BG10122016 Perbaikan ringan ruangan kelas 
(pembeliaan material)
2.161.000
# # # # #
Pemisahan transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang berupa 
barang dengan yang berupa upah tukang dan konsumsi dikarenakan nilai transaksi yang 
berbeda. Kebijakan keuangan dari SMK Wijaya Kusuma adalah melakukan transfer bank 
untuk transaksi lebih dari Rp500.000, sehingga transaksi belanja pemeliharaan gedung 
dan bangunan yang memiliki total senilai Rp2.161.000 dicatat menggunakan akun 
Bank seperti dalam voucher di atas. Sedangkan untuk transaksi belanja pemeliharaan 
gedung dan bangunan yang berupa upah tukang dan konsumsi, nilai yang dibayarkan 
per individu hanya sebesar Rp250.000/orang, sehingga dapat dibayar dengan kas 
tunai. Demikian juga transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang 
berupa konsumsi, nilai yang dibayarkan total hanya sejumlah Rp100.000 sehingga juga 
dapat dibayar dengan kas tunai. Oleh karena itu, untuk transaksi belanja pemeliharaan 
gedung dan bangunan yang berupa upah tukang dan konsumsi, Bendahara BOS SMK 
Wijaya Kusuma membuat voucher sebagai berikut. 
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VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah







JKK-10-002 Perbaikan ringan ruangan kelas 









JKK-10-003 Perbaikan ringan ruangan kelas 
(Konsumsi 4 orang @ Rp. 25.000)
1.00.000
# # # # #
Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar belanja pemeliharaan 
gedung dan bangunan dalam format voucher di atas, secara otomatis akan langsung 
diproses ke dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu 
Bank (untuk pembelian material) serta Buku Pembantu Kas (untuk upah tukang dan 
konsumsi). Sedangkan secara manual, pencatatan transaksi realisasi belanja perbaikan 
ringan tersebut dalam jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.
Tanggal Keterangan Debit Kredit




Melakukan pencatatan atas pembelian material untuk perbaikan ringan 
ruang kelas.




Melakukan pencatatan atas pembayaran upah tukang (4 orang x 
Rp250.000) dan konsumsi (4 orang x Rp25.000).
  
4.5 Pertanggungan Asuransi
Pertanggungan asuransi yang dapat dibiayai dengan dana BOS digunakan hanya un-
tuk mengantisipasi risiko keamanan dan keselamatan barang milik sekolah. Misalnya, 
sekolah menggunakan jasa pertanggungan asuransi untuk mengantisipasi risiko kehil-
angan kendaraan operasional sekolah. Ketika terdapat pertanggungan asuransi, maka 
bukti yang harus dilampirkan terangkum dalam Gambar 4.5 berikut.
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Gambar 4.5 Jenis dan Bukti Transaksi Pertanggungan Asuransi
Sumber: Direktorat Pembinaan SMA (2015)
Terdapat tiga bukti pertanggunggjawaban terkait biaya untuk pertanggun-
gan asuransi, yakni Surat Penawaran Harga (SPH) Asuransi dari perusahaan asuransi, 
Bukti Pembayaran Premi, dan Polis Asuransi. Ketiga bukti ini harus dilampirkan dalam 
voucher yang nantinya akan disampaikan dalam laporan lengkap yang digunakan un-
tuk keperluan audit. Berikut adalah penjelasan dari dokumen-dokumen yang menjadi 
bukti transaksi pertanggungan asuransi:
1. Surat Penawaran Harga Asuransi
Sebelum menentukan perusahaan asuransi yang digunakan, sekolah perlu 
mendapatkan SPH Asuransi dari perusahaan asuransi terkait untuk memperoleh 
gambaran atas ruang lingkup pertanggungan, biaya atau premi yang harus diba-
yar atau fasilitas lain yang diperoleh. Untuk mendapatkan penawaran yang ses-
uai dan kompetitif, setidaknya diperlukan tiga SPH dari tiga perusahaan penyedia 
asuransi. Dalam SPH tersebut, ruang lingkup harus dijelaskan secara jelas, apakah 
pertanggungan ditujukan untuk asuransi atas kebakaran, kerusakan, pencurian, 
dan lain-lain. 
2. Bukti Pembayaran Premi
Bukti Pembayaran Premi merupakan Kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahan 
asuransi terkait pembayaran premi yang dilakukan oleh sekolah. Bukti ini harus 
dilampirkan sebagai dokumen kelengkapan untuk pertanggungjawaban penggu-
naan dana.
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3. Polis Asuransi
Jika sekolah sudah menentukan perusahaan asuransi yang dipilih, perusahaan 
asuransi akan memberikan Polis Asuransi yang berisi perjanjian tertulis mengenai 
ruang lingkup yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selain itu, infor-
masi yang disampaikan dalam Polis Asuransi antara lain adalah hak dan kewa-
jiban kedua pihak, nomor polis, besarnya premi yang harus dibayar, dan lain-lain. 
Dengan kata lain, Polis Asuransi merupakan bukti tertulis yang sah, sehingga sa-
linan Polis Asuransi itu harus dilampirkan sebagai dokumen kelengkapan untuk 
pertanggungjawaban penggunaan dana.
ILUSTRASI 4.4: PERTANGGUNGAN ASURANSI
Untuk keperluan ruang kelas, SMK Wijaya Kusuma mengadakan lelang untuk 
mendapatkan perusahaan asuransi kebakaran dengan tawaran yang paling sesuai dan 
kompeten. Terdapat tiga perusahan yang mengajukan SPH Asuransi dalam lelang ini. 
Pada tanggal 17 Desember 2016, terpilihlah Perusahaan Asuransi Merdeka sebagai 
penyedia asuransi kebakaran untuk SMK Wijaya Kusuma dengan premi asuransi sebe-
sar Rp90.000.000/tahun. Premi tersebut adalah premi asuransi selama 2017 namun 
dibayar pada tanggal 20 Desember 2016 oleh SMK Wijaya Kusuma. Untuk mencatat 
transaksi ini, SMK Wijaya Kusuma membuat voucher sebagai berikut.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah
# # # # #
Pertanggungan 
Asuransi
5.1.2.04.02 Belanja Premi 
Asuransi Barang 
Milik Sekolah
JKK-12-002 Pembayaran premi asuransi 
kebakaran untuk tahun 2017
90.000.000
# # # # #
Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar premi asuransi keba-
karan dalam format voucher di atas, secara otomatis akan langsung diproses ke dalam 
laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank. Sedang-
kan secara manual, pencatatan transaksi realisasi belanja pertanggungan asuransi 
tersebut dalam jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.
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Tanggal Keterangan Debit Kredit




Melakukan pencatatan atas pembayaran premi asuransi kebakaran 
untuk tahun 2017.
Dalam pencatatan pembayaran premi, bendahara harus melampirkan SPH 
Asuransi, Bukti Pembayaran Premi, dan Polis Asuransi. Hal ini akan dapat membantu 
proses verifikasi dan validasi atas pencatatan tersebut, serta mempermudah pencarian 
dokumen pendukung jika sewaktu-waktu dilakukan proses audit.
4.6 Layanan Daya dan Jasa
Belanja layanan daya dan jasa adalah belanja terkait dengan pembayaran 
listrik, telepon, internet, langganan koran/majalah, jasa kebersihan/sampah, dan 
semacamnya. Biasanya, pembayaran atas belanja ini dilakukan secara reguler setiap 
bulannya. Namun, bisa juga belanja ini terkait belanja non-reguler, misalnya jika 
terdapat penambahan daya listrik di sekolah. Ketika terdapat belanja layanan daya 














Gambar 4.6 Jenis dan Bukti Transaksi Layanan Daya dan Jasa 
Sumber: Direktorat Pembinaan SMA (2015)
Atas belanja layanan daya dan jasa ini, bukti pertanggungjawaban yang harus 
dilampirkan pada proses pencatatan antara lain adalah Tagihan Pembayaran, Bukti 
Pembayaran, serta Bukti Pasang Baru. Khusus untuk biaya penggunaan internet dengan 
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menggunakan mobile modem, batas pembelian paket internet adalah Rp250.000/
bulan. Untuk fixed modem, biayanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Berikut 
adalah penjelasan dari dokumen-dokumen yang menjadi bukti transaksi layanan daya 
dan jasa:
1. Tagihan Pembayaran
Tagihan Pembayaran merupakan informasi tagihan layanan dari penyedia jasa 
yang berisi frekuensi/volume pemakaian, periode pemakaian, dan besarnya tagi-
han. Biasanya, tagihan ini diberikan beberapa hari setelah akhir bulan.
2. Bukti Pembayaran 
Bukti Pembayaran layanan daya dan jasa akan berbeda, tergantung pihak pemberi 
layanan. Contoh bukti pembayaran layanan daya dan jasa antara lain tanda terima 
dari pemberi layanan berupa Kuitansi, atau bukti transfer melalui atm atau 
internet banking.
3. Bukti Pasang Baru
Dalam hal terdapat pemasangan layanan daya dan jasa yang baru, misalnya 
penambahan daya listrik atau penambahan saluran telepon, maka dokumen 
yang dibutuhkan adalah berkas pemasangan baru, mulai dari permohonan 
penambahan daya, Kuitansi pembayaran atau bukti transfer lainnya, dan berkas 
lain terkait.
ILUSTRASI 4.5: LAYANAN DAYA DAN JASA
Pada tanggal 06 November 2016, SMK Wijaya Kusuma mendapatkan tagihan sebagai 
berikut:
- Tagihan telepon periode Oktober 2016 sebesar   Rp2.000.000
- Tagihan listrik periode Oktober 2016 sebesar  Rp3.000.000
- Tagihan layanan internet periode Oktober 2016 sebesar Rp2.500.000
Jika pada tanggal 10 November 2016, SMK Wijaya Kusuma melakukan pembayaran 
atas tagihan tersebut, maka voucher yang dibuat adalah sebagai berikut.
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VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah
# # # # #
Layanan Daya 
dan Jasa












JKK-11-003 Pembayaran tagihan internet 
Oktober 2016
2.500.000
# # # # #
Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar tagihan telepon, listrik, 
dan internet dalam format voucher di atas, secara otomatis akan langsung diproses ke 
dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank. 
Sedangkan secara manual, pencatatan transaksi realisasi belanja layanan daya dan 
jasa tersebut dalam jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
10 Nov. Belanja Telepon 2.000.000 
Belanja Listrik 3.000.000
Belanja Kawat / Faksimili / Internet 2.500.000
Bank 7.500.000
Melakukan pencatatan atas pembayaran tagihan telepon, listrik, dan 
internet Oktober 2016.
4.7 Pelaporan
Pada proses pelaporan, tentu ada biaya yang dikeluarkan oleh sekolah. Belanja ini 
terkait dengan biaya fotokopi dan penjilidan, konsumsi, transportasi penyusunan 
laporan BOS, atau pengiriman laporan kepada instansi terkait. Ketika terdapat belanja 
layanan daya dan jasa, maka bukti yang harus dilampirkan terangkum dalam Gambar 
4.7 berikut.
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Gambar 4.7 Jenis dan Bukti Transaksi Pelaporan
Sumber: Direktorat Pembinaan SMA (2015)
Atas pengeluaran terkait pelaporan ini, bukti pendukung yang harus 
dilampirkan pada saat melakukan penjurnalan antara lain bukti pengiriman laporan 
berupa resi pengiriman, bukti pengembalian (jika ada) berupa Surat Setoran 
Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Kuitansi atau 
invoice atas biaya fotokopi atau biaya lainnya seperti upah lembur dan biaya pembelian 
bensin untuk transportasi, serta kelengkapan lainnya berupa Daftar Siswa dan Daftar 
PTK. Berikut adalah penjelasan dari dokumen-dokumen yang menjadi bukti transaksi 
terkait pelaporan:
1. Resi Pengiriman
Setiap kali mengirim dokumen atau laporan melalui perusahaan jasa pengiriman, 
akan diperoleh bukti pengiriman atau resi. Bentuk resi pengiriman akan berbeda 
tiap perusahaan jasa pengiriman. Namun, sekurang-kurangnya dalam resi termuat 
alamat yang dituju, pengirim, tanggal pengiriman, biaya pengiriman, dan jenis 
barang yang dikirim. 
2. Surat Setoran Pengembalian Belanja dan Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran kelebihan 
penggunaan/realisasi anggaran tahun berjalan. Ada kalanya realisasi dana BOS 
yang diterima sekolah melebihi dari yang seharusnya yang disebabkan kesalahan 
perhitungan (misalnya dana BOS ditransfer berdasarkan jumlah siswa sebanyak 
100 orang namun kenyataannya jumlah siswa berdasarkan perhitungan adalah 
95 orang sehingga terjadi kelebihan transfer dana BOS untuk 5 orang siswa). 
Kelebihan ini harus segera disetorkan dalam tahun anggaran berjalan dengan 
menggunakan SSPB. Namun bila kelebihan ini terlambat diketahui atau terlambat 
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disetorkan dalam tahun anggaran berjalan yang berakibat pada penyetoran pada 
tahun anggaran berikutnya, maka formulir yang digunakan bukan SSPB melainkan 
harus SSBP.
3. Daftar Siswa serta Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Secara keseluruhan dalam laporan pertanggungjawaban, harus dilampirkan daft-
ar seluruh siswa dan PTK yang ada di sekolah tersebut pada saat itu. Daftar Siswa 
dan Daftar PTK ini diperlukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban sekolah 
dalam penggunaan dana BOS yang dananya diperoleh berdasarkan jumlah siswa.
ILUSTRASI 4.6: PELAPORAN
Pada akhir triwulan ke-4 SMK Wijaya Kusuma melakukan tutup buku dan 
membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS selama 
1 triwulan. Biaya yang digunakan untuk mencetak laporan tersebut adalah 
Rp450.000 dengan nomor faktur SE/XII/2016 tertanggal 31 Desember 2016. Untuk 
mencatat transaksi ini, SMK Wijaya Kusuma membuat voucher sebagai berikut.
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah




5.1.2.06.01 Belanja Cetak SE/XII/2016 Biaya cetak laporan 
pertanggungjawaban dana BOS
450.000
# # # # #
Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar biaya cetak laporan 
pertanggungjawaban dana BOS dalam format voucher di atas, secara otomatis akan 
langsung diproses ke dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum dan 
Buku Pembantu Kas. Sedangkan secara manual, pencatatan transaksi realisasi belanja 
terkait pelaporan tersebut dalam jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
31 Des. Belanja Cetak 450.000 
Kas Tunai 450.000
Melakukan pencatatan atas pembayaran belanja cetak laporan per-
tanggungjawaban dana BOS.
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5.1 Aspek Umum Perpajakan Dalam Penge- 
lolaan Dana BOS
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Sedangkan Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 
dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Kedua definisi tersebut terdapat 
dalam pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 
Penerimaan negara yang berasal dari sektor 
perpajakan menduduki posisi utama dalam struktur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam 
arti bahwa jumlah belanja negara lebih banyak ditopang dari 
penerimaan pajak dan penerimaan pajak itu sendiri jauh 
lebih tinggi dari penerimaan-penerimaan negara lainnya. 
Oleh karena itu, pengelolaan dana Bantuan Operasional 




Sekolah (BOS) yang 
juga bersumber 









Dana Bantuan Operasional Sekolah
BAB 5
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dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk pemenuhan tanggung jawab dalam 
aspek perpajakannya.
Pemenuhan tanggung jawab perpajakan dalam pengelolaan dana BOS dimulai 
dari kewajiban WP untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 
guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban untuk mendaftar 
dan memiliki NPWP tersebut secara umum diatur dalam pasal 2 UU KUP. Sehubungan 
dengan pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik SMK Negeri 
maupun SMA Swasta merupakan WP yang harus memiliki NPWP sesuai ketentuan 
tersebut.
Adapun pajak-pajak yang harus diperhatikan, terutama oleh Bendahara BOS 
SMK, terkait pengelolaan dana BOS meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penghasilan (PPh), dan bea meterai. Dasar hukum peraturan untuk PPN adalah UU No. 
42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar hukum peraturan untuk PPh adalah UU No. 36 
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan dasar hukum peraturan untuk 
bea meterai adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea 
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. 
5.2 Pajak Pertambahan Nilai
 Pada dasarnya, seluruh transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak 
akan terutang PPN, kecuali barang dan jasa yang bukan objek PPN, barang dan jasa 
yang tidak dikenakan PPN, serta barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan 
PPN. Ketentuan mengenai barang dan jasa yang bukan objek PPN diatur dalam 
pasal 4A ayat 2 UU PPN dan PPnBM. Sedangkan ketentuan barang dan jasa yang 
dibebaskan dari PPN diatur dalam PP No. 38 Tahun 2003 tentang Impor / Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 268 / PMK.03 / 2015 tentang Tata 
Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas 
Impor / Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata 
Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 
Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi.
Beberapa contoh barang yang bukan objek PPN atau dibebaskan dari 
pengenaan PPN adalah makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan, 
warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di 
tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha 
katering (relevan dalam transaksi pembelian konsumsi yang dibiayai dari alokasi dana 
BOS); jasa keuangan, asuransi, dan angkutan (relevan dalam transaksi pembayaran 
biaya seperti administrasi bank, premi asuransi, dan transportasi yang dibiayai dari 
alokasi dana BOS); buku-buku pelajaran (relevan dalam transaksi pengadaan buku 
pelajaran yang dibiayai dari alokasi dana BOS); dan bibit / benih dari barang pertanian 
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(relevan dalam transaksi pengadaan bahan habis pakai praktikum pembelajaran di 
SMK pertanian).
Berdasarkan pasal 7 UU PPN dan PPnBM, tarif PPN adalah 10% yang dapat 
diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya 
diatur oleh pemerintah. Saat ini tarif PPN yang berlaku adalah 10%. Adapun untuk 
pelaksaan kewajiban terkait PPN ini berbeda antara SMK Swasta dengan SMK Negeri.
5.2.1 PPN di SMK Swasta
 Pelaksanaan kewajiban terkait PPN di SMK Swasta sama dengan WP umum 
lainnya, dimana kewajiban memungut dan menyetorkan PPN kepada negara terletak 
pada pihak penjual (pengusaha kena pajak), sehingga pembeli (SMK Swasta) cukup 
melakukan pembayaran kepada pengusaha kena pajak senilai barang dan jasa kena 
pajak yang dibeli ditambah PPN. Namun pada praktiknya, tetap terdapat beberapa 
hal di lapangan yang harus diperhatikan oleh Bendahara BOS SMK Swasta agar tidak 
mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan melakukan administrasi 
terkait PPN, yaitu:
1. Setiap transaksi dengan pengusaha kena pajak sedapat mungkin harus dilengkapi 
dengan Faktur Pajak sebagai dokumen utama dalam administrasi PPN. Dalam 
Faktur Pajak tercantum harga jual sebelum PPN sebagai nilai Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP) dan nilai PPN terutangnya sendiri. Faktur Penjualan (sales invoice) 
yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) No. 24 / 
PJ / 2012 dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. PER No. 24 / PJ / 2012 tentang 
Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam 
Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara 
Pembatalan Faktur Pajak telah disempurnakan dengan PER No. 17 / PJ / 2014.
2. Untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlahnya lebih dari 
Rp1.000.000, Bendahara BOS SMK Swasta melakukan administrasi dan pencatatan 
PPN dalam Buku Pembantu Pajak berdasarkan nilai PPN yang tercantum dalam 
Faktur Pajak yang diterbitkan pengusaha kena pajak sebagai pihak penjual barang 
dan jasa kena pajak.
3. Jika nilai Faktur Penjualan tidak memisahkan antara DPP (harga jual) dan PPN 
(untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlahnya lebih dari 
Rp1.000.000), maka Bendahara BOS SMK Swasta dapat menganggap bahwa nilai 
Faktur Penjualan tersebut belum termasuk PPN atau menganggap bahwa nilai 





4. Jika Bendahara BOS SMK Swasta menganggap bahwa nilai dalam Faktur Penjualan 
belum termasuk PPN (untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak 
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yang jumlahnya lebih dari Rp1.000.000), maka Bendahara BOS SMK Swasta 
berkewajiban menyetorkan sendiri PPN sebesar 10% dari nilai dalam Faktur 
Penjualan, dengan dokumen sebagai bukti penyetoran PPN kepada negara berupa 
Surat Setoran Pajak (SSP). Nilai PPN disetorkan sendiri yang tercantum dalam SSP 
menjadi dasar pencatatan nilai PPN dalam Buku Pembantu Pajak. Penyetoran 
pajak menggunakan SSP sebagai bukti setoran, saat ini dapat dilakukan setelah 
terlebih dahulu membuat kode e-billing (surat setoran elektronik untuk pajak).
5. Sedangkan jika Bendahara BOS SMK Swasta menganggap bahwa nilai dalam 
Faktur Penjualan sudah termasuk PPN (untuk transaksi pembelian barang dan jasa 
kena pajak yang jumlahnya lebih dari Rp1.000.000), maka nilai PPN yang dihitung 
dengan rumus pada poin 3 dapat langsung menjadi dasar pencatatan nilai PPN 
dalam Buku Pembantu Pajak.
6. Untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlahnya tidak 
lebih dari Rp1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah 
serta untuk transaksi pembayaran atas rekening telepon, Bendahara BOS SMK 
Swasta tidak perlu melakukan administrasi dan pencatatan PPN dalam Buku 
Pembantu Pajak karena kewajiban administrasinya terkait PPN hanya terletak 
pada pengusaha kena pajak sebagai pihak penjual barang dan jasa kena pajak. 
Hal ini untuk memberikan perlakuan administrasi PPN bagi Bendahara BOS SMK 
Swasta yang sama dengan Bendahara BOS SMK Negeri.
5.2.2 PPN di SMK Negeri
 Pelaksanaan kewajiban terkait PPN di SMK Negeri serupa dengan di SMK 
Swasta kecuali bahwa Bendahara BOS SMK Negeri ditetapkan sebagai pemungut PPN, 
sehingga kewajiban memungut dan menyetorkan PPN kepada negara terletak pada 
pihak pembeli (SMK Negeri). Dalam hal ini, Bendahara BOS SMK Negeri melakukan 
pembayaran kepada pengusaha kena pajak hanya senilai DPP barang dan jasa kena 
pajak (tanpa PPN), karena PPN atas transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak 
harus disetor sendiri oleh Bendahara BOS SMK Negeri kepada negara. Berikut adalah 
beberapa hal di lapangan yang harus diperhatikan oleh Bendahara BOS SMK Negeri 
agar tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan melakukan 
administrasi terkait PPN, yaitu:
1. Setiap transaksi dengan pengusaha kena pajak sedapat mungkin harus dilengkapi 
dengan Faktur Pajak.
2. Untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlahnya lebih dari 
Rp1.000.000, Bendahara BOS SMK Negeri melakukan administrasi dan pencatatan 
PPN dalam Buku Pembantu Pajak berdasarkan nilai PPN yang tercantum dalam 
Faktur Pajak yang diterbitkan pengusaha kena pajak sebagai pihak penjual barang 
dan jasa kena pajak. Selanjutnya Bendahara BOS SMK Negeri berkewajiban 
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menyetorkan sendiri PPN sebesar nilai dalam Faktur Pajak, dengan dokumen 
sebagai bukti penyetoran PPN kepada negara berupa SSP setelah terlebih 
dahulu membuat kode e-billing (surat setoran elektronik untuk pajak). Selain itu 
Bendahara BOS SMK Negeri juga berkewajiban melaporkan PPN yang dipungutnya 
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Batas waktu penyetoran PPN oleh Bendahara BOS SMK Negeri adalah tanggal 15 
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sedangkan batas waktu pelaporan 
SPT Masa PPN oleh Bendahara BOS SMK Negeri adalah akhir bulan berikutnya 
setelah masa pajak berakhir, sebagaimana diatur dalam PMK No. 242 / PMK.03 / 
2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 
3. Jika nilai Faktur Penjualan tidak memisahkan antara DPP (harga jual) dan PPN 
(untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlahnya lebih 
dari Rp1.000.000), maka Bendahara BOS SMK Negeri harus menganggap bahwa 
nilai Faktur Penjualan tersebut belum termasuk PPN, sehingga Bendahara BOS 
SMK Negeri berkewajiban menyetorkan sendiri PPN sebesar 10% dari nilai 
dalam Faktur Penjualan, dengan dokumen sebagai bukti penyetoran PPN kepada 
negara berupa SSP setelah terlebih dahulu membuat kode e-billing (surat setoran 
elektronik untuk pajak). Nilai PPN disetorkan sendiri yang tercantum dalam SSP 
menjadi dasar pencatatan nilai PPN dalam Buku Pembantu Pajak.
4. Untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlahnya tidak lebih 
dari Rp1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah serta 
untuk transaksi pembayaran atas rekening telepon, Bendahara BOS SMK Negeri 
tidak perlu melakukan administrasi dan pencatatan PPN dalam Buku Pembantu 
Pajak karena kewajiban administrasinya terkait PPN hanya terletak pada pengusaha 
kena pajak sebagai pihak penjual barang dan jasa kena pajak. Hal ini sesuai dengan 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 563 / KMK.03 / 2003 tentang Penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) 
untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan 
Pelaporannya.
ILUSTRASI 5.1: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pada tanggal 20 Oktober 2016, SMK Wijaya Kusuma membeli satu unit laptop 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran senilai Rp5.500.000 termasuk PPN 
senilai Rp500.000. Bentuk pencatatan pembelian laptop tersebut termasuk PPN-nya 
menggunakan sistem voucher transaksi diilustrasikan berikut ini.
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VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah





5.1.2.02.11 Belanja Peralatan 
Kerja dan 
Pembelajaran
JKX-10-004 Pembelian laptop untuk 







5.0.0.02.02 Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN)
JKX-10-004 PPN Pembelian laptop untuk 
digunakan dalam proses 
pembelajaran
500.000
# # # # #
Pencatatan pembelian barang dan jasa kena pajak menggunakan sistem 
voucher transaksi dilakukan dengan mencatat nilai pembelian termasuk pajak (PPN), 
seperti ilustrasi di atas dalam nilai belanja peralatan pembelajaran sebesar Rp5.500.000 
sudah termasuk PPN sebesar Rp500.000. Selanjutnya, dilakukan pencatatan PPN 
sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak dengan menggunakan akun “Utang Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN)” untuk SMK Negeri dan akun “Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN)” untuk SMK Swasta (untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang 
jumlahnya lebih dari Rp1.000.000). Akun “Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” juga 
digunakan untuk SMK Swasta jika Bendahara BOS SMK Swasta menganggap bahwa 
nilai dalam Faktur Penjualan belum termasuk PPN.
Pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk membayar pembelian laptop 
dan PPN-nya dalam format voucher di atas, secara otomatis akan langsung diproses 
ke dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank 
(untuk pembelian laptop) serta Buku Pembantu Pajak (untuk PPN). Sedangkan secara 
manual, pencatatan transaksi pembelian laptop dan PPN-nya tersebut dalam jurnal 
akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
20 Okt. Belanja Peralatan Kerja dan Pembelajaran 5.000.000 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 500.000
Bank 5.500.000
Melakukan pencatatan atas pembelian laptop untuk digunakan dalam 
proses pembelajaran.
Untuk Bendahara BOS SMK Negeri atau jika Bendahara BOS SMK Swasta 
menganggap bahwa nilai dalam Faktur Penjualan belum termasuk PPN (untuk transaksi 
pembelian barang dan jasa kena pajak yang jumlahnya lebih dari Rp1.000.000), 
maka Bendahara BOS SMK berkewajiban menyetorkan sendiri PPN sebesar 10% 
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dari nilai dalam Faktur Penjualan, dengan dokumen sebagai bukti penyetoran PPN 
kepada negara berupa SSP. Nilai PPN disetorkan sendiri yang tercantum dalam SSP 
menjadi dasar pencatatan nilai PPN dalam Buku Pembantu Pajak. Bentuk pencatatan 
penyetoran pajak menggunakan sistem voucher transaksi diilustrasikan dalam Ilustrasi 
5.7.
5.3 Pajak Penghasilan
 Selain PPN, Bendahara BOS SMK juga memiliki kewajiban terkait PPh dalam 
pembelanjaan dana BOS. Kewajiban PPh baik bagi Bendahara BOS SMK Swasta 
maupun Bendahara BOS SMK Negeri meliputi PPh 21 dan PPh 23. PPh 21 adalah pajak 
atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima 
oleh WP pribadi dalam negeri (relevan dalam transaksi pembayaran upah pegawai 
tidak tetap dan honorarium pelaksanaan kegiatan). Pemotongan, penyetoran, dan 
pelaporan PPh 21 merujuk pada PER No. 32 / PJ / 2015 tentang Pedoman Teknis Tata 
Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang 
Pribadi. Sedangkan PPh 23 adalah pajak atas penghasilan tertentu terutama imbalan 
sehubungan dengan jasa (relevan dalam transaksi pembelian jasa).
Sementara terkait PPh 22 yaitu pajak atas penghasilan dari transaksi dengan 
pemungut PPh, walaupun Bendahara SMK Negeri termasuk bendahara pemerintah 
yang normalnya dapat dikenakan kewajiban untuk memungut PPh 22 atas transaksi 
pembelian barang, namun berdasarkan PMK No. 154 / PMK.03 / 2010 tentang 
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas 
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang 
Lain sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 16 / PMK.010 / 2016, pada pasal 
3 ayat 1g disebutkan bahwa pembayaran untuk pembelian barang sehubungan 
dengan penggunaan dana BOS dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Berikut adalah 
beberapa hal di lapangan yang harus diperhatikan baik oleh Bendahara BOS SMK 
Swasta maupun Bendahara BOS SMK Negeri agar tidak mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan kewajiban dan melakukan administrasi terkait PPh, yaitu:
1. Kewajiban memotong PPh timbul pada saat Bendahara BOS SMK melakukan 
pembayaran upah pegawai tidak tetap dan honorarium kegiatan kepada orang 
pribadi (PPh 21) dan melakukan pembayaran atas transaksi pembelian jasa (PPh 
23).
2. Tarif PPh 21 untuk upah pegawai tidak tetap dan honorarium peserta kegiatan 
adalah sesuai tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh sebesar:
•	 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak antara Rp0 sampai dengan 
Rp50.000.000;
•	 15% untuk lapisan penghasilan kena pajak berikutnya di atas Rp50.000.000 
sampai dengan Rp250.000.000;
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•	 25% untuk lapisan penghasilan kena pajak berikutnya di atas Rp250.000.000 
sampai dengan Rp500.000.000; dan
•	 30% untuk lapisan penghasilan kena pajak berikutnya di atas Rp500.000.000.
3. Jika honorarium peserta kegiatan dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
maka berdasarkan PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Atas 
Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tarif PPh 21 diatur menjadi sebagai 
berikut:
•	 0% untuk PNS Golongan I dan II;
•	 5% dari penghasilan bruto untuk PNS Golongan III; dan
•	 15% dari penghasilan bruto untuk PNS Golongan IV.
4. Penghasilan kena pajak dalam penghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap 
dihitung dari upah setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
berdasarkan PMK No. 101 / PMK.010 / 2016 tentang Penyesuaian Besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak, sebesar:
•	 Rp54.000.000 per tahun untuk WP pribadi;
•	 Rp54.000.000 per tahun tambahan untuk istri bekerja;
•	 Rp4.500.000 per tahun tambahan untuk WP yang sudah menikah; dan
•	 Rp4.500.000 per tahun per orang tambahan untuk tanggungan WP, maksimum 
tiga orang tanggungan.
5. Penghasilan rutin setiap bulan untuk Guru Tidak Tetap (GTT), Tenaga Kependidikan 
(Tendik) Honorer, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai 
dengan Rp4.500.000 tidak terutang PPh 21.
6. Berdasarkan PER No. 32 / PJ / 2015, penghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak 
tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah 
borongan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
•	 Untuk upah kurang dari sama dengan Rp300.000 sehari dan kurang dari sama 
dengan Rp3.000.000 sebulan maka tidak dikenakan pemotongan PPh;
•	 Untuk upah lebih dari Rp300.000 sehari tetapi kurang dari sama dengan 
Rp3.000.000 sebulan maka dikenakan pemotongan PPh sebesar 5% dari upah 
setelah dikurangi Rp300.000;
•	 Untuk upah lebih dari Rp3.000.000 sebulan dikenakan pemotongan PPh 
setelah dikurangi PTPK sehari yang sebenarnya; dan
•	 Untuk upah lebih dari Rp8.200.000 sebulan dikenakan pemotongan PPh atas 
jumlah penghasilan kena pajak disetahunkan setelah dikurangi PTKP. 
7. Tarif PPh 23 untuk imbalan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh 21 adalah tarif 
sesuai UU PPh yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto. PPh 23 umumnya dikenakan 
atas penghasilan yang diberikan kepada WP yang bukan merupakan WP orang 
pribadi.
8. Berdasarkan PMK No. 242 / PMK.03 / 2014, batas waktu penyetoran PPh 21 dan 
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PPh 23 oleh Bendahara BOS SMK adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah 
masa pajak berakhir sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 21 dan PPh 
23 oleh Bendahara BOS SMK adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa 
pajak berakhir. Penyetoran PPh dilakukan setelah terlebih dahulu membuat kode 
e-billing (surat setoran elektronik untuk pajak).
ILUSTRASI 5.2: PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 SMK Wijaya Kusuma mempekerjakan Bapak Adam sebagai salah seorang GTT 
pada SMK Wijaya Kusuma dengan penghasilan total per bulan sebesar Rp5.500.000. 
Bapak Adam belum berkeluarga. Perhitungan PPh 21 yang dipotong dari penghasilan 
Bapak Adam setiap bulan oleh Bendahara BOS SMK Wijaya Kusuma adalah sebagai 
berikut.
Penghasilan sebulan 5.500.00
Penghasilan sebulan disetahunkan (x12) 66.000.000
PTKP setahun (54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak 12.000.000
PPh terhutang (5%) 600.000
PPh dipotong per bulan (1/12) 50.000
   Tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan pajak atas penghasilan pega-
wai tidak tetap adalah tarif pajak sesuai dengan lapisan penghasilan.
ILUSTRASI 5.3: PAJAK PENGHASILAN UPAH HARIAN / MINGGUAN / BORONGAN
 Bapak Ibrahim adalah seorang tukang yang sedang dipekerjakan oleh SMK 
Wijaya Kusuma selama bulan Desember 2016 untuk memperbaiki ruang laboratorium 
tata boga. Bapak Ibrahim bekerja selama 20 hari. Bapak Ibrahim sudah menikah 
dan memiliki seorang anak. Berikut adalah perhitungan PPh 21 yang dipotong atas 
penghasilan Bapak Ibrahim, jika Bapak Ibrahim menerima penghasilan sebesar:
Mekanisme Perpajakan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Panduan Sukses Bendahara BOS SMK ............................................................................................................... 
98
1. Rp225.000 per hari.
Penghasilan per hari 225.000
Jumlah penghasilan s/d hari ke-13 2.925.000
PPh dipotong hari ke-13 -
Jumlah penghasilan s/d hari ke-14 3.150.000
PTKP 14 hari ** (2.450.000)
Penghasilan Kena Pajak 700.000
PPh dipotong hari ke-14 (5%) 35.000
Penghasilan kena pajak hari ke-15 dst 225.000
PTKP per hari (175.000) 225.000
PPh dipotong hari ke-15 dst. 11.250
*    Penghasilan sampai dengan hari ke-13 tidak dipotong pajak karena kurang dari 
Rp300.000 per hari dan kurang dari Rp3.000.000 per bulan. Pemotongan pajak 
mulai dilakukan pada hari ke-14 karena jumlah penghasilan sudah melebihi 
Rp3.000.000.
** PTKP selama 14 hari dihitung dengan cara menjumlahkan PTKP per tahun untuk 
Bapak Ibrahim yaitu Rp54.000.000 untuk WP pribadi ditambah Rp4.500.000 
tambahan untuk WP yang sudah menikah dan Rp4.500.000 tambahan untuk 
tanggungan seorang anak (total senilai Rp63.000.000) dikali 14/360. Untuk 
pemotongan pajak pada hari ke-15 dan seterusnya menggunakan PTKP per hari 
sebesar Rp175.000 (dari Rp63.000.000/360).  
2.  Rp1.750.000 seminggu dimana Bapak Ibrohim bekerja 5 hari setiap minggunya.
Penghasilan per hari 355.000
Jumlah penghasilan s/d hari ke-8 2.800.000
Penghasilan Kena Pajak hari 1-8 350.000 50.000
(300.000)
PPh dipotong minggu ke-1 12.500
Penghasilan pada minggu ke-1 melebihi Rp300.000 per hari namun kurang dari 
Rp3.000.000 per bulan sehingga dikenakan pemotongan PPh sebesar 5% dari 
upah setelah dikurangi Rp300.000 (PPh 21 yang dipotong adalah 5% x Rp50.000 
= Rp2.500 per hari), sehingga total PPh dipotong selama minggu ke-1 adalah 
Rp12.500.
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Jumlah penghasilan s/d hari ke-9 3.150.000
PTKP 9 hari * (1.575.000)
Penghasilan kena pajak 1.575.000
PPh dipotong hari ke-9** 66.250
Penghasilan kena pajak hari ke-10 dst. 350.000
PTKP per hari 175.000 175.000
PPh dipotong hari ke-10 dst. (5%) 8.750
PPh dipotong minggu ke-2 *** 75.000
PPh dipotong minggu ke-3 dst. 43.750
* Pemotongan PPh 21 pada hari ke-9 mulai menggunakan PTKP sehari yang 
sebenarnya karena jumlah penghasilan sudah melebihi Rp3.000.000. PTKP selama 9 
hari dihitung dengan cara Rp63.000.000 x (9/360) = Rp1.575.000.
** PPh yang dipotong pada hari ke-9 menggunakan tarif pajak 5% setelah dikurangi 
dengan PPh yang telah dipotong minggu sebelumnya (5% x Rp1.575.000) – Rp12.500 
= Rp66.250. Untuk pemotongan pajak pada hari ke-10 dan seterusnya menggunakan 
PTKP per hari sebesar Rp175.000 (dari Rp63.000.000/360).
*** PPh yang dipotong pada minggu ke-2 dihitung dengan menjumlahkan Rp66.250 
(PPh dipotong hari ke-9) dan Rp8.750 (PPh dipotong hari ke-10). Sedangkan PPh 
yang dipotong pada minggu ke-3 dan seterusnya dihitung dengan cara Rp8.750 x 5 = 
Rp43.750.
3. Rp16.000.000 yang dibayarkan sekaligus secara borongan. 
Penghasilan bruto sebulan 16.000.000
Penghasilan bruto disetahunkan 192.000
PTKP Setahun (63.000.000)




 Penghitungan PPh untuk upah yang dibayarkan secara borongan sama 
dengan penghitungan PPh untuk pegawai tidak tetap. PPh terutang dihitung 
menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan lapisan penghasilan yaitu 5% x 
Rp50.000.000 = Rp2.500.000 ditambah 15% x (Rp129.000.000 – Rp50.000.000) 
= Rp11.850.000. Sedangkan PPh yang dipotong ketika membayarkan upah 
borongan senilai Rp16.000.000 adalah sebesar Rp14.350.000 / 12 = Rp1.195.833.
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ILUSTRASI 5.4: PAJAK PENGHASILAN HONORARIUM NARASUMBER
Honorarium 6.000.000
Dasar Pengenaan Pajak (50%) 3.000.000
PPh terutang (5%) 150.000
 Bapak Idris adalah salah seorang pastry chef yang diundang oleh panitia 
sebagai narasumber / pembicara dalam workshop pembuatan pastry di SMK Wijaya 
Kusuma. Bapak Idris sudah menikah dan memiliki tiga orang anak. Bapak Idris 
menerima honorarium sebagai tenaga ahli sebesar Rp6.000.000 atas kesediaannya 
menjadi narasumber dalam workshop tersebut. Perhitungan PPh 21 yang dipotong 
dari honorarium Bapak Idris oleh Bendahara BOS SMK Wijaya Kusuma adalah sebagai 
berikut.
Pemotongan PPh terutang atas honorarium narasumber sebagai tenaga ahli 
tidak memperhitungkan PTKP. Tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan pajak 
atas honorarium narasumber sebagai tenaga ahli adalah tarif pajak sesuai dengan 
lapisan penghasilan.
ILUSTRASI 5.5: PAJAK PENGHASILAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN
Honorarium 2.000.000
PPh terutang (5%) 100.000
Bapak Nuh adalah salah ketua panitia workshop pembuatan pastry dari SMK 
Wijaya Kusuma. Setelah terlaksananya workshop tersebut, Bapak Nuh menerima 
honorarium panitia kegiatan sebesar Rp2.000.000. Bapak Nuh sudah menikah dan 
memiliki tiga orang anak. Perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honorarium Bapak 
Nuh oleh Bendahara BOS SMK Wijaya Kusuma adalah sebagai berikut.
Pemotongan PPh terutang atas honorarium panitia kegiatan juga tidak 
memperhitungkan PTKP. Tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan pajak atas 
honorarium panitia kegiatan adalah tarif pajak sesuai dengan lapisan penghasilan.
ILUSTRASI 5.6: PAJAK PENGHASILAN UNTUK IMBALAN JASA PERBAIKAN/PEMELI-
HARAAN
Imbalan Jasa 1.500.000
PPh terutang (2%) 30.000
CV Utama memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan 15 buah kitchen set 
di ruang laboratorium SMK Wijaya Kusuma. Atas pemberian jasa tersebut, CV Utama 
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menerima imbalan sebesar Rp1.500.000 yang dibayarkan menggunakan dana BOS 
dalam pos perbaikan ringan ruang kelas. Berhubung CV Utama bukan merupakan 
WP orang pribadi, maka pajak yang dikenakan adalah PPh 23 dengan tarif sebesar 2% 
(bukan PPh 21). Perhitungan PPh 23 yang dipotong dari imbalan untuk CV Utama oleh 
Bendahara BOS SMK Wijaya Kusuma adalah sebagai berikut.
Atas imbalan jasa perbaikan dan pemeliharaan yang dibayarkan kepada 
CV Utama, juga dapat terutang PPN senilai Rp150.000 (10% x Rp1.500.000 dasar 
pengenaan pajak) jika CV Utama merupakan pengusaha kena pajak.
ILUSTRASI 5.7: PENCATATAN TRANSAKSI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK
Setelah Bendahara BOS menghitung besarnya pajak yang harus dipotong atas 
penghasilan yang dibayarkan menggunakan dana BOS, Bendahara BOS selanjutnya 
melakukan pencatatan pemotongan pajak bersamaan dengan pencatatan transaksi 
pembayaran upah, honor, atau penghasilan lainnya. Bentuk pencatatan transaksi 
pemotongan pajak menggunakan sistem voucher transaksi diilustrasikan berikut ini.  
VOUCHER TRANSAKSI




Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah





5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga 
Ahli/Narasumber/
Instruktur







2.0.0.00.02 Utang Pajak 
Penghasilan (PPh) 
21






5.1.2.03.16 Belanja Jasa 
Service Peralatan 
dan Perlengkapan
JKK-10-006 Imbalan jasa perbaikan dan 
pemeliharaan 15 buah kitchen 




2.0.0.00.03 Utang Pajak 
Penghasilan (PPh) 
23
JKK-10-006 Utang PPh 23 atas imbalan jasa 
perbaikan dan pemeliharaan 





5.0.0.00.02 Utang Pajak 
Pertambahan Nilai 
(PPn)
JKK-10-006 Utang PPN atas imbalan jasa 
perbaikan dan pemeliharaan 
15 buah kitchen set di ruang 
laboratorium
150.000
# # # # #
Ilustrasi pencatatan pemotongan pajak di atas menggunakan transaksi pada 
Ilustrasi 5.4, Ilustrasi 5.5, dan Ilustrasi 5.6. Namun demikian, pada dasarnya pencatatan 
pemotongan pajak pada suatu transaksi memiliki prinsip yang sama yaitu: 
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1. Mencatat nilai imbalan termasuk pajak, baik PPh maupun PPN (jika ada), 
contohnya dalam nilai honorarium narasumber (Rp6.000.000) dan honorarium 
panitia pelaksana kegiatan (Rp2.000.000) sudah termasuk PPh 21, sedangkan 
dalam nilai belanja jasa service peralatan dan perlengkapan (Rp1.650.000) sudah 
termasuk PPh 23 dan PPN;
2. Mencatat utang PPh sebesar hasil penghitungan sebagai pajak yang dipotong; dan 
3. Mencatat PPN (jika ada) sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (nilai imbalan 
sebelum dipotong PPh) dengan menggunakan akun “Utang Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN)” untuk SMK Negeri dan akun “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” 
untuk SMK Swasta (untuk transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak yang 
jumlahnya lebih dari Rp1.000.000). Akun “Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” 
juga digunakan untuk SMK Swasta jika Bendahara BOS SMK Swasta menganggap 
bahwa nilai dalam Faktur Penjualan belum termasuk PPN.
Pencatatan transaksi pembayaran honorarium dan imbalan beserta pajak 
terkait ke dalam format voucher di atas, secara otomatis akan langsung diproses ke 
dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan 
Buku Pembantu Pajak. Sedangkan secara manual, pencatatan transaksi tersebut dalam 
jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
11 Okt. Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / 
Instruktur
6.000.000 
Utang Pajak Penghasilan (PPh) 21 150.000
Bank 5.850.000
Melakukan pencatatan atas pembayaran honorarium narasumber work-
shop.
11 Okt. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000
Utang Pajak Penghasilan (PPh) 21 100.000
Bank 1.900.000
Melakukan pencatatan atas pembayaran honorarium panitia workshop.
11 Okt. Belanja Jasa Service Peralatan dan Per-
lengkapan
1.650.000
Utang Pajak Penghasilan (PPh) 23 30.000
Bank 1.620.000
Melakukan pencatatan atas belanja perbaikan dan pemeliharaan kitchen 
set.
Saat jatuh tempo penyetoran pajak pada bulan berikutnya, Bendahara BOS 
SMK melakukan penyetoran PPh dan PPN (jika ada) setelah terlebih dahulu membuat 
kode e-billing (surat setoran elektronik untuk pajak). Bentuk pencatatan transaksi 
penyetoran pajak menggunakan sistem voucher transaksi diilustrasikan berikut ini.  
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VOUCHER TRANSAKSI
Tanggal 10 Nov 2016
No. Voucher 1611-002
Akun Kas Utang Pajak
Nama
Sub-Kegiatan Kode Akun Nama Akun No. Bukti Uraian Jumlah
# # # # #
5.0.0.00.03 Pajak Penghasilan 
(PPh) 21
SSP-11-001 Penyetoran PPh 21 masa pajak 
Oktober 2016
250.000
5.0.0.00.04 Pajak Penghasilan 
(PPh) 23
SSP-11-002 Penyetoran PPh 23 masa pajak 
Oktober 2016
30.000
# # # # #
Dalam hal terdapat transaksi yang berhubungan dengan PPN dan Bendahara 
BOS SMK harus menyetorkan sendiri PPN atas transaksi tersebut (pada kasus 
Bendahara BOS SMK Negeri dan Bendahara BOS SMK Swasta yang menganggap 
bahwa nilai dalam Faktur Penjualan belum termasuk PPN), maka pencatatan dilakukan 
menggunakan akun “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”. Pencatatan transaksi penyetoran 
pajak ke dalam format voucher di atas, secara otomatis akan langsung diproses ke 
dalam laporan yang terpengaruh yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan 
Buku Pembantu Pajak. Sedangkan secara manual, pencatatan transaksi tersebut dalam 
jurnal akuntansi dapat diilustrasikan berikut ini.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
11 Okt. Utang Pajak Penghasilan (PPh) 21 250.000 
Utang Pajak Penghasilan (PPh) 23 30.000
Bank 280.000
Melakukan pencatatan atas penyetoran pajak.
5.4 Bea Meterai
Bea meterai adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu. Pengenaan bea meterai 
dibagi menjadi dua berdasarkan besaran tarifnya yaitu:
1. Tarif bea meterai sebesar Rp3.000 dikenakan atas dokumen-dokumen berupa:
•	 Surat yang memuat jumlah penerimaan uang; menyatakan  penyimpanan 
uang dalam rekening di bank; pemberitahuan saldo rekening di bank; 
pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi 
atau diperhitungkan; dengan nilai Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000.
•	 Cek dan bilyet giro tanpa batas nilai nominal.
•	 Efek atau sekumpulan efek yang mempunyai nilai nominal  sampai dengan 
Rp1.000.000.
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2. Tarif bea meterai sebesar Rp6.000 dikenakan atas dokumen-dokumen berupa:
•	 Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk 
digunakan sebagai alat pembuktian mengenai  perbuatan, kenyataan atau 
keadaan yang bersifat perdata.
•	 Akta-akta notaris termasuk salinannya.
•	 Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT) termasuk 
rangkap-rangkapnya.
•	 Surat berharga seperti wesel, promes, dan  aksep.
•	 Dokumen yang akan digunakan sebagai alat  pembuktian dimuka pengadilan.
•	 Surat yang memuat jumlah penerimaan uang; menyatakan  penyimpanan 
uang dalam rekening di bank; pemberitahuan saldo rekening di bank; 
pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi 
atau diperhitungkan; dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.
•	 Efek atau sekumpulan efek yang mempunyai nilai nominal lebih dari 
Rp1.000.000.
5.5 Rangkuman Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana BOS
 Perpajakan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam 
pengelolaan dana BOS SMK. Peraturan-peraturan perpajakan yang terkait dengan 
pengelolaan dana BOS SMK adalah sebagai berikut:
1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah.
4. PP No. 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan 
Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.
5. PP No. 38 Tahun 2003 tentang Impor / Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu 
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
6. PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Atas Penghasilan 
yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. KMK No. 563 / KMK.03 / 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah 
dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan 
Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
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8. PMK No. 242 / PMK.03 / 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 
Pajak.
9. PMK No. 122 / PMK.010 / 2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak 
Kena Pajak.
10. PMK No. 268 / PMK.03 / 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan 
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor / Penyerahan Barang 
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah 
Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi.
11. PMK No. 154 / PMK.03 / 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 
Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang 
Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan PMK 
No. 16 / PMK.010 / 2016.
12. PER No. 24 / PJ / 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, 
Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan 
atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah 
disempurnakan dengan PER No. 17 / PJ / 2014.
13. PER No. 32 / PJ / 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, 
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
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6.1 Pelaporan Realisasi Dana 
Salah satu mekanisme bagi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) untuk membuktikan akuntabilitasnya atas 
pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
adalah melalui pelaporan realisasi dana BOS.  Pelaporan 
penggunaan dana yang transparan tentunya harus ditunjang 
pula dengan pembukuan yang akurat.
Bab ini secara spesifik akan membahas pelaporan 
penggunaan dana BOS SMK yang dilakukan oleh Tim 
Manajemen BOS SMK kepada Tim Manajemen BOS 
Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Pusat. Oleh 
karena itu, pertama akan dibahas mengenai dokumen 
laporan lengkap Tim Manajemen BOS SMK. Setelah itu akan 
dibahas alur pelaporan BOS SMK.
6.2 Dokumen Laporan Lengkap
 Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan 
dana BOS SMK, Tim Manajemen BOS SMK harus menyiapkan 
laporan lengkap yang terdiri dari:
Pelaporan 
penggunaan dana 
BOS SMK yang 
dilakukan oleh Tim 
Manajemen BOS 
SMK kepada Tim 
Manajemen BOS 
Kabupaten/Kota 
dan Tim Manajemen 
BOS Pusat
Mekanisme Pelaporan Realisasi 
Dana Bantuan Operasional Sekolah
BAB 6
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1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah acuan dasar penggunaan 
dana BOS SMK yang dibuat pada awal tahun. RKAS perlu dilengkapi dengan 
penggunaan dana yang terperinci serta ditandatangani oleh Kepala Sekolah, 
Komite Sekolah, dan khusus untuk SMK Swasta ditambah Ketua Yayasan/Lembaga. 
Setelah disusun, RKAS disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas 
Sekolah, Dinas Pendidikan Provinisi/Kabupaten/Kota dan instansi pemeriksa 
lainnya bila diperlukan. Adapun contoh dari RKAS dapat dilihat pada Lampiran 4.
2. Dokumen Pembukuan
Salah satu mekanisme yang diperlukan untuk mendukung proses pelaporan yang 
transparan dan berkualitas adalah pembukuan transaksi pembelanjaan dana 
BOS. Bendahara BOS SMK diwajibkan untuk membuat pembukuan dari dana 
yang diperoleh. Proses ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan 
komputer. Adapun dokumen pembukuan yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)
Buku Kas Umum (Lampiran 5) merupakan buku besar (general ledger) untuk 
seluruh transaksi kas, baik transaksi kas secara tunai maupun transaksi kas 
melalui bank. Secara umum, buku ini menggambarkan dua kolom utama yakni 
kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Kolom penerimaan menjelaskan 
dana BOS SMK yang masuk sementara kolom pengeluaran menjelaskan 
pembelian barang dan jasa yang menggunakan dana BOS SMK atau mutasi 
antar-rekening bank dan kas kecil. Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi. 
Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum kemudian juga dicatat dalam 
buku pembantu, yakni Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku 
Pembantu Pajak. Buku Kas Umum yang telah diisi harus ditandatangani 
oleh Bendahara BOS dan Kepala Sekolah setiap akhir bulannya. Dokumen 
ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan pada Pengawas Sekolah, Dinas 
Pendidikan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya 
yang berkepentingan. Saldo akhir Buku Kas Umum harus sama dengan 
penjumlahan dari seluruh saldo akhir Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu 
Bank.
b. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)
Buku Pembantu Kas merupakan buku besar pembantu (subsidiary ledger) 
untuk mencatat setiap transaksi kas secara tunai dan ditandatangani oleh 
Bendahara BOS dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan 
diperlihatkan pada Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya yang berkepentingan. Ilustrasi 
Buku Pembantu Kas dapat dilihat pada Lampiran 6.
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c. Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)
Buku Pembantu Bank merupakan buku besar pembantu untuk mencatat setiap 
transaksi yang dilakukan melalui bank (baik cek, giro, maupun transfer). Buku 
Pembantu Bank dibuat untuk setiap rekening bank yang digunakan dalam 
pengelolaan dana BOS. Buku Pembantu Bank ini harus ditandatangani oleh 
Bendahara BOS dan Kepala Sekolah. Kemudian, dokumen ini harus disimpan di 
sekolah dan diperlihatkan pada Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan Tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya yang berkepentingan. 
Ilustrasi Buku Pembantu Bank dapat dilihat pada Lampiran 7.
d. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)
Buku Pembantu Pajak merupakan buku besar untuk mencatat semua transaksi 
pemungutan pajak serta mengawasi pemungutan dan penyetoran pajak oleh 
sekolah sebagai Wajib Pajak (WP). Dokumen ini harus ditandatangani oleh 
Bendahara BOS dan Kepala Sekolah. Kemudian, dokumen ini harus disimpan di 
sekolah dan diperlihatkan pada Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan Tingkat 
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya yang berkepentingan. 
Ilustrasi Buku Pembantu Pajak dapat dilihat pada Lampiran 8. Saldo akhir 
Buku Pembantu Pajak harus sama dengan nol, jika tidak maka kemungkinan 
terdapat pajak yang belum disetor.
Terkait dengan pembukuan dana BOS SMK, sekolah perlu memperhatikan hal-hal 
penting berikut:
•	 Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan 
scara manual atau menggunakan komputer. Apabila pembukuan dilakukan 
dengan menggunakan komputer, Bendahara BOS SMK wajib mencetak Buku 
Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya sekurang-kurangnya sekali dalam 
satu bulan dan mengarsipkan hasil cetakan dokumen-dokumen tersebut yang 
telah ditandatangani Bendahara BOS dan Kepala Sekolah.
•	 Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum 
dan buku pembantu sesuai dengan urutan tanggal kejadian transaksi tersebut.
•	 Saldo kas tunai tidak tidak boleh melebihi Rp10.000.000.
•	 Apabila Bendahara BOS meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti 
dari jabatannya, Buku Kas Umum beserta buku pembantunya dan bukti-bukti 
pengeluaran harus diserahterimakan kepada bendahara yang baru dengan 
Berita Acara Serah Terima.
3. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Formulir BOS-K7)
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran dimuat dalam Formulir 
BOS-K7 (Lampiran 9). Laporan ini menjelaskan penggunaan dana berdasarkan 
sumber dana untuk membiayai delapan macam program sekolah. Laporan ini 
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dibuat setiap akhir triwulan oleh Bendahara BOS dan disetujui oleh Kepala Sekolah. 
Selain itu, laporan ini disertai pula dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Lampiran 
10) yang menyebutkan bahwa dana BOS telah digunakan untuk kepentingan 
sekolah dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pernyataan Tanggung Jawab ini 
juga secara ringkas menyebutkan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana BOS 
SMK selama satu tahun berjalan. Kemudian, Pernyataan Tanggung Jawab ini harus 
ditandatangani oleh Kepala Sekolah diatas meterai senilai Rp6.000 dan diserahkan 
kepada Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi.
4. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Lampiran 11) yang dimuat 
dalam bentuk Formulir BOS-K7a, merangkum pengeluaran dana BOS berdasarkan 
program sekolah dan 17 kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana BOS tiap 
triwulannya. Laporan ini disiapkan setiap triwulan oleh Bendahara BOS SMK 
berdasarkan Formulir BOS-K7 dan disetujui oleh Kepala Sekolah.
5. Register Penutupan Kas (Formulir BOS-K7b) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas 
(Formulir BOS-K7c)
Untuk menghindari risiko kehilangan dan kecurian kas, tiap akhir bulan Bendahara 
BOS SMK wajib melakukan kegiatan penghitungan kas yang meliputi penghitungan 
saldo fisik kas tunai maupun kas yang terdapat di bank. Kemudian, hasil dari 
penghitungan ini akan dibandingkan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu 
Kas, dan Buku Pembantu Bank. Sewajarnya, jumlah tersebut haruslah sama. 
Namun demikian, apabila terjadi selisih, maka harus dijelaskan penyebab terjadi 
selisih tersebut. Hasil dari penghitungan kas dituangkan dalam Formulir BOS-K7b 
(Lampiran 12) yang memberikan rincian jumlah fisik dan nominal kas tunai dan 
bank. Selain itu, dibuat pula  Berita Acara Pemeriksaan Kas yag dituangkan dalam 
Formulir BOS-K7c (Lampiran 13) yang merupakan pernyataan tanggung jawab 
mengenai hasil penghitungan kas dan ditandatangani oleh Bendahara BOS dan 
Kepala Sekolah.
6. Bukti Pengeluaran dan Perpajakan
Bendahara BOS SMK wajib mengarsipkan bukti-bukti pengeluaran dan perpajakan 
dari setiap transaksi yang menggunakan dana BOS SMK. Bukti-bukti transaksi dan 
perpajakan ini berfungsi untuk mendukung laporan realisasi yang telah dibuat. 
Selain itu bukti-bukti ini juga penting apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk 
proses audit.
7. Lembar Pencatatan Pertanyaan, Kritik, dan Saran 
Dalam rangka peningkatan kinerja Tim Manajemen BOS SMK dalam pengelolaan 
dana BOS, masyarakat berhak untuk mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran 
kepada pihak sekolah. Setelah itu sekolah wajib menindaklanjuti dan menjawab 
pertanyaan, kritik, dan saran dari masyarakat.
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8. Laporan Pencatatan Pengaduan
Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas yang komprehensif, sekolah harus 
memfasilitasi pengaduan masyarakat mengenai implementasi BOS SMK. Melalui 
Formulir BOS-6A (Lampiran 15), setiap anggota masyarakat dapat menyampaikan 
keluhan mengenai pengelolaan dana BOS SMK. Selain itu, pada formulir ini juga 
harus disampaikan tindak lanjut dan rekomendasi dari setiap keluhan. Dinas 
Pendidikan Tingkat Provinsi juga berkewajiban untuk mengawasi penanganan 
pengaduan masyarakat ini.
Selain dokumen-dokumen yang menjadi bagian laporan lengkap di atas, 
Bendahara BOS SMK juga perlu memperhatikan pencatatan barang inventaris. 
Barang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian harus dicatat 
dalam buku penerimaan barang dalam Formulir BOS-07 (Lampiran 4) sebagai 
bukti penerimaan barang.  Barang yang diterima atas pembelian harus dicocokkan 
dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani Kepala 
Sekolah, yang dicocokkan berdasarkan jenis, jumlah barang, harga barang, dan 
kondisi fisik barang. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi barang baik, maka barang 
dapat diterima.  Jika tidak, maka sebaiknya ditangguhkan atau diberi catatan. 
Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah, pada 
tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang dalam Formulir 
BOS-08 (Lampiran 5). Buku inventaris ini berfungsi untuk melihat kuantitas barang 
yang diterima, yang dipinjamkan ke peserta didik apabila ada, dan yang ada di 
sekolah.
Selain dokumen-dokumen yang menjadi bagian laporan lengkap di atas, 
Bendahara BOS SMK juga perlu memperhatikan pencatatan barang inventaris. 
Barang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian harus dicatat 
dalam buku penerimaan barang dalam Formulir BOS-07 (Lampiran 4) sebagai 
bukti penerimaan barang.  Barang yang diterima atas pembelian harus dicocokkan 
dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani Kepala 
Sekolah, yang dicocokkan berdasarkan jenis, jumlah barang, harga barang, dan 
kondisi fisik barang. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi barang baik, maka barang 
dapat diterima.  Jika tidak, maka sebaiknya ditangguhkan atau diberi catatan. 
Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah, pada 
tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang dalam Formulir 
BOS-08 (Lampiran 5). Buku inventaris ini berfungsi untuk melihat kuantitas barang 
yang diterima, yang dipinjamkan ke peserta didik apabila ada, dan yang ada di 
sekolah.
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6.3 Alur Pelaporan Penggunaan Dana
Periode pelaporan pengunaan dana BOS SMK adalah triwulanan, sehingga da
lam satu tahun terdapat empat periode pelaporan, yakni Januari-Maret, April-Juni, 
Juli-September, dan Oktober-Desember. Paling lambat, laporan pengelolaan dana BOS 
disampaikan 15 hari setelah akhir periode pelaporan. Adapun garis waktu dari pelapo-
ran dana BOS SMK dapat dilihat pada Gambar 6.1.
Gambar 6.1  Waktu Pelaporan Penggunaan Dana BOS SMK
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2016)
Tim Manajemen BOS SMK harus menyampaikan laporan penggunaan dana 
BOS kepada Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota dan kepada Tim Manaje-
men BOS Pusat. Adapun laporan yang harus disampaikan kepada Tim Manajemen BOS 
Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (Formulir BOS-K7)
2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK (Formulir BOS-K7a)
3. Lembar Pertanyaan/Kritik/Saran
4. Lembar Pengaduan
Sementara itu, Tim Manajemen BOS SMK menyampaikan Formulir BOS-K7a 
kepada Tim Manajemen BOS pusat secara online melalui lapor.bos.kemdikbud.go.id. 
Dengan demikian, tugas Tim Manajemen BOS SMK untuk mempertanggungjawabkan 
penggunaan dana BOS telah selesai.
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Lampiran 13 Lampiran Formulir BOS-K7
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama  : ……………………
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Wijaya Kusuma
Alamat	 :	Jalan	Purnawarman	No.13,	Kramat	Jati	Jakarta	Timur
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka 
mendukung	operasional	sekolah	dan	tidak	untuk	keperluan	pribadi.
2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai 
berikut:
Dengan ini menyatakan bahwa:
No Waktu Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)
1 Triwulan I 105.000.000 96.840.000
2 Triwulan II 105.000.000 96.720.000
3 Triwulan III 105.000.000 84.650.000
4 Triwulan IV 105.000.000 135.971.000
Jumlah 420.000.000 414.181.000
3.	 Apabila	dikemudian	hari	pernyataan	ini	tidak	sesuai	dengan	keadaan	yang	
sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut 
ganti	 rugi	dan/atau	 tuntutan	 lainnya	 sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup 
untuk	dipergunakan	sebagaimana	mestinya.
Jakarta, 5 Januari 2015
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Lampiran 17 Formulir BOS-6a
LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT
1.		Identitas	Pengadu
a. Nama :  .........................................................................................
b. Alamat :  ......................................................................................... 
                    .........................................................................................
2.  Tanggal Terima Pengaduan :  ..................................................................... 
 
3.  Lokasi Kejadian
a. RT/RW/Dusun :  ...........................................................................
b. Desa/Keluarahan :  ...........................................................................
c. Kabupaten/Kota :  ...........................................................................
d. Provinsi  :  ...........................................................................
4. Uraian Pengaduan :
     .....................................................................................................................
     .....................................................................................................................
     .....................................................................................................................
5.  Tanggal Penyelidikan Dilakukan :  ..............................................................
6.  Penyelidik : ..................................................................................................
7.  Temuan:  
      .....................................................................................................................
      .....................................................................................................................
8.  Keputusan/Rekomendasi:
      .....................................................................................................................
      .....................................................................................................................
9.   Pelaksanaan Keputusan
      .....................................................................................................................
      .....................................................................................................................
10.  Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/dan pelaksa-
naan keputusan:  
       .....................................................................................................................
11.  Dokumen yang diterima:
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Lampiran 20 Daftar Akun untuk Aplikasi Bendaharawan BOS SMK
Kode Akun Nama Akun
# #
2.0.0.00.01 Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2.0.0.00.02 Utang Pajak Penghasilan (PPh) 21
2.0.0.00.03 Utang Pajak Penghasilan (PPh) 23
4.2.2.03.05 Bantuan Operasional Sekolah 
4.2.2.03.06 Akumulasi Sisa Dana BOS Periode Sebelumnya
4.2.2.03.07 Pengisian Kas Tunai
5.0.0.00.01 Penarikan Dana untuk Pengisian Kas Tunai
5.0.0.00.02 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5.0.0.00.03 Pajak Penghasilan (PPh) 21
5.0.0.00.04 Pajak Penghasilan (PPh) 23
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja  
5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi BOS
5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering)
5.1.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya
5.1.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.1.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.1.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
5.1.2.01.11 Belanja	Bahan	Pakai	Habis	Peralatan	Praktik	Kerja
5.1.2.01.12 Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium
5.1.2.01.20 Belanja Bahan Bacaan
5.1.2.02.07 Belanja	Bahan	Percontohan/Praktik







5.1.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 
5.1.2.03.15 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi
5.1.2.03.16 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
5.1.2.03.19 Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Lampiran
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Kode Akun Nama Akun
5.1.2.03.27 Belanja Jasa Kebersihan
5.1.2.03.28 Belanja Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan
5.1.2.03.31 Belanja Jasa Pengamanan 




5.1.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.1.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer
5.1.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor
5.1.2.10.04 Belanja Sewa Generator
5.1.2.10.13 Belanja	Sewa	Peralatan	Praktik	
5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 
5.1.2.11.04 Belanja	Makanan	dan	Minuman	Pelatihan
5.1.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.1.2.13.02 Belanja Pakaian Pelindung Kerja
5.1.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga
5.1.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.1.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.1.2.18.01 Belanja Pemeliharan Tanah
5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5.1.2.23.01 Belanja	Pelatihan/Kursus	Singkat
5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur
5.1.2.25.01 Honorarium	Panitia	Pelaksana	Kegiatan			
5.1.2.28.01 Belanja Barang/Jasa Dana Operasional Sekolah 
# #
=
